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Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya MP 015 Tata Kelola Supply Chain Management
Tahun 2026, maka dengan pemberlakuan dokumen tersebut, MP 015 Tata Kelola Supply Chain
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Dengan demikian, seluruh proses bisnis supply chain management dilaksanakan dengan
menggunakan Tata Kelola ini yang dapat diakses pada aplikasi Adele.

Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, diucapkan terima kasih.

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk
Departemen Kesisteman dan Inovasi

Inonu Ferryanto
General Manager
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BAB |I. PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang

Tata Kelola Supply Chain Management PT ADHI KARYA (Persero) Tbk, yang selanjutnya disebut
ADHI, menjelaskan tentang Pedoman/Tata Kelola manajemen rantai pasok/supply chain management
vang dilakukan oleh ADHI yang meliputi proses pengelolaan dan pengendalian aliran barang, informasi,
dan sumber daya dari pemasok hingga konsumen akhir secara efisien dan efektif, untuk meningkatkan
kinerja operasional dan daya saing organisasi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pengadaan Barang dan Jasa diselenggarakan dengan maksud dan tujuan untuk:

a. Menghasilkan Barang dan/atau Jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, serta
penyediaan Barang dan Jasa yang tepat.

Mendukung penciptaan nilai tambah di ADHI.

Meningkatkan efisiensi bagi korporasi.

Menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

Meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme.

Mewujudkan pengadaan yang fleksibel dan inovatif namun tetap kompetitif, transparan,
akuntabel dan dilandasi etika pengadaan yang baik.

I

Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.

@

h. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional termasuk usaha kecil.

i.  Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan, dan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

j- Pengadaan Barang dan Jasa harus menerapkan unsur-unsur Penerapan Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (Good Corporate Governance).

k. Pengadaan Barang dan Jasa harus menerapkan unsur-unsur penerapan Tata Kelola Benturan
Kepentingan.

I.  Pelaksanaa Pengadaan Barang dan Jasa merujuk pada implementasi Sistem Manajemen Anti
Penyuapan sesuai 1SO 379991:2016.

1.3. Ruang Lingkup

Tata Kelola Supply Chain Management ini berlaku untuk semua Pengadaan Barang dan Jasa yang
dilakukan oleh ADHI, baik di lingkungan Proyek, Kantor Unit Kerja Operasi maupun Unit Kerja
Penunjang Operasi termasuk Proyek KSO sesuai dengan kewenangannya.

1.4. Pengertian Umum
Pada Tata Kelola Supply Chain Management ini terdapat beberapa istilah yang memiliki pengertian
yang ditetapkan sebagai berikut:
1. Anak Perusahaan ADHI
Perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh ADHI atau
Perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh ADHI.
2. Barang
Benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang
jadi, peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Barang dan/atau Jasa.
3. Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)
BMP adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena
memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi melalui kemitraan, memelihara

4
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Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L), memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu,
dan memberikan fasilitas pemeliharaan dan pelayanan purna jual.

4. Buku Pedoman Pelaksanaan Proyek (BP3)
Dokumen yang digunakan acuan pelaksanaan proyek yang berisi Manajemen Proyek Terpadu,
Manajemen Lingkup Proyek, Manajemen Pelaksanaan dan Waktu Proyek, Manajemen SDM
Proyek, Manajemen Biaya, Manajemen Risiko dan Klaim, Manajemen Pengadaan, Manajemen
Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan, Manajemen Keuangan.

5. Capital Expenditure (CAPEX)
Pengeluaran yang dilakukan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang sebuah
perusahaan. Contoh aset jangka panjang termasuk bangunan, peralatan, kendaraan, dan
perangkat lunak.

6. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa PDN
Daftar inventarisasi Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri adalah daftar produk buatan
dalam negeri, yang memuat nama dan alamat produsen, jenis produk, spesifikasi, standard,
kapasitas, capaian TKDN, dan capaian BMP yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.

7. Daftar Rekanan Terseleksi (DRT)/Vendor Approved List (VAL) dan Subcontractor Approved List
(SAL)
Daftar rekanan yang dibuat oleh ADHI, berisi calon Penyedia Barang dan/atau Jasa baik perorangan
maupun non perorangan yang telah lulus seleksi melalui Vendor Management yang telah
ditetapkan.

8. Fungsi
Bagian dalam unit kerja yang memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik, yang dipimpin oleh
kepala fungsi.

9. Direksi
Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan
untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili
Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perusahaan.

10. Dokumen Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Dokumen yang ditetapkan oleh ADHI, yang digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan dan
penyampaian penawaran oleh calon Penyedia Barang dan/atau Jasa, serta pedoman evaluasi
penawaran.

11. E-Marketplace
Sistem lokapasar secara elektronik/platform digital.

12. Get The Project
Fase/proses yang dilakukan dalam rangka ADHI mendapatkan paket pekerjaan/proyek dari klien.

13. Good Receipt (GR)
Tahapan untuk melakukan penerimaan barang dari Supplier (Berita Acara Serah Terima/BAST),
dapat juga untuk penerimaan barang dari hasil produksi

14. Good Issued (Gl)
Pengeluaran barang dari Gudang.

15. Harga Pokok Penjualan (HPP)
Jumlah pengeluaran dan beban yang diperkenankan, baik secara langsung maupun tidak langsung
untuk menghasilkan barang dan/atau jasa di dalam kondisi dan tempat di mana barang itu dapat
dijual atau digunakan.

/
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16. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Harga Perkiraan Sendiri yang disusun berdasarkan RAP untuk project base dan untuk non project
base disusun berdasarkan rencana pada RKAP/RKAD.

17. Kepala Fungsi
Personil yang berada dua level di bawah Direksi, bertanggung jawab atas memimpin dan
mengelola fungsi dalam organisasi.

18. Kepala Unit Kerja
Personil yang berada satu level di bawah Direksi, bertanggung jawab atas memimpin dan
mengelola unit kerja dalam organisasi.

19. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR)
Dokumen Pengadaan/Tender Barang dan/atau Jasa yang menjelaskan paket pengadaan,
persyaratan administrasi, teknis dan komersial serta kriteria penilaian serta kondisi dan
persyaratan lainnya untuk memastikan Tender berjalan dengan adil dan wajar, sesuai kebutuhan
ADHI.

20. Kerja Sama Operasi (KSO)
Kerja sama usaha antar pelaku usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan
tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

21. Konsultan Konstruksi
Layanan Jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang antara lain konsultan engineering,
konsultan perencana, konsultan pelaksana, konsultan manajemen konstruksi dan konsultan
pengawas.

22. Konsultan Non Konstruksi dan Jasa Lainnya
Layanan Jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang antara lain KAP, Appraisal, Konsuitan
Hukum/Lawyer, Notaris, konsultan IT dsb.

23. Kontrak Payung
Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk Barang dan/atau Jasa yang belum dapat
ditentukan kuantitas, sumber dana, dan/atau waktu pengiriman/waktu pelaksanaan pekerjaan
pada saat Kontrak ditandatangani

24. Material Engineering to Order (ETO)
Material/barang yang proses perancangan produknya sampai dengan produksi dan pengiriman
baru dimulai setelah menerima konfirmasi pesanan dari konsumen/pelanggan berdasarkan
spesifikasi yang ditentukan oleh konsumen/pelanggan.

25. Material Make to Order (MTO)
Material/barang yang proses produksinya baru dimulai setelah menerima konfirmasi pesanan dari
konsumen/pelanggan. Make to Order {MTO) ini tidak dimulai dari proses perancangan atau design.

26. Material Make to Stock (MTS)
Material/barang yang diproduksi oleh penyedia secara massal/dalam jumiah besar tanpa
menunggu konfirmasi pesanan dari konsumen/pelanggan. Produksi dilakukan berdasarkan
perkiraan permintaan pasar. Pada umumnya material/produk MTS merupakan produk dengan
spesifikasi standart.

27. Material dan/atau Jasa Strategis
Material/Barang dan/atau Jasa yang penting bagi bisnis perusahaan baik ditinjau dari besaran
konsolidasi nilai pembelanjaan perusahaan, frekuensi pembelanjaan, profit impact maupun risiko
terkait pasokan.

/

Halaman 6 dari 57



28. Material/Jasa Non-Strategis
Material/Barang dan/atau Jasa lain diluar material dan/atau jasa strategis.

29. Pejabat Pengadaan
Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan
Langsung/Penunjukan Langsung.

30. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
Usaha atau kegiatan Pengadaan Barang/lasa yang dilakukan oleh ADHI, termasuk KSO
separated/pembagian alokasi pekerjaan, yang meliputi Pengadaan Barang, Jasa Pemborongan,
Jasa Pemborongan Perorangan, Jasa Konsultansi Bidang Konstruksi dan non-konstruksi.

31. Pengadaan Manual/Konvensional
Pengadaan barang/material di proyek/kantor yang dilakukan tanpa melalui platform digital
dengan melampirkan komparasi teknis serta komersial dan dituangkan dalam perjanjian

32. Pengguna Barang/Jasa
ADHI atau yang bertindak sebagai perwakilannya sebagai pemberi pekerjaan yang memberi tugas
kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu guna memenuhi kebutuhan
Barang/Jasa.

33. Penyedia Barang dan Jasa
Badan usaha, termasuk BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Swasta, jasa pemborongan perorangan
dan jasa konsultansi yang kegiatan usahanya menyediakan Barang dan Jasa untuk konstruksi
maupun non-konstruksi.

34. Perjanjian/Kontrak
Kesepakatan tertulis antara Penyedia Barang/Jasa dengan Pengguna Barang/Jasa yang memuat
hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terikat.

35. Preferensi Harga
Nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran dalam proses evaluasi akhir dalam Pengadaan
Barang/Jasa.

36. Procurement Statement
Rencana Pemaketan Pengadaan yang memuat informasi rencana paket pengadaan, jadwal
pengadaan, budget pengadaan dan kewenangan pengadaan.

37. Purchase Requisition (PR)
Aktivitas permintaan pengadaan material dan/atau jasa di SAP oleh user dalam jangka waktu
tertentu.

38. Purchase Order (PO)
Purchase Order (PO) adalah permintaan kepada vendor /supplier untuk melakukan suplai material
atau services berupa dokumen dengan kesepakatan harga di dalamnya. PO merupakan dokumen
eksternal yang dikirimkan ke vendor, dapat dibuat dengan referensi dari purchase requisition (PR},
atau kontrak payung (outline agreement).

39. Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP)
Rencana Anggaran Pelaksanaan, yang tertuang dalam Buku Perencanaan Pelaksanaan Proyek
(BP3) atau Hold Point.

40. Requisition
Dokumen kebutuhan pengadaan yang berisi persyaratan teknis, standart acuan, gambar kerja dan
Bill of Quantity (BOQ) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan Barang
dan/atau Jasa.

/
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41. Rekanan
Penyedia Barang dan/atau Jasa baik perorangan maupun non perorangan dalam dan/atau luar
negeri yang telah melakukan proses registrasi dan lolos proses verifikasi serta telah tercatat dalam
DRT(VAL/SAL) ADHI.

42. System Application and Product (SAP)
Aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) yang digunakan di PT ADHI KARYA (Persero) Tbk

43, Sanksi Daftar Hitam/Blacklist
Sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan
Barang/lasa di lingkungan ADHI dalam jangka waktu tertentu.

44. Service Entry Sheet (SES)
Tahapan yang dilakukan di SAP untuk penerimaan atas PO lasa atau Berita Acara Pelaksanaan
Pekerjaan

45. Subkontraktor/Jasa Pemborongan
Badan usaha sebagai Penyedia Jasa, baik jasa pemborongan pekerjaan konstruksi dan/atau sewa
alat. Jasa pemborongan pekerjaan konstruksi dapat termasuk material dan/atau alat maupun
tanpa material dan/atau alat.

46. Subkontraktor Perorangan/Jasa Pemborongan Perorangan
Jasa perorangan sebagai Penyedia Jasa, baik jasa pemborongan pekerjaan konstruksi dan/atau
sewa alat. Jasa pemborongan pekerjaan konstruksi dapat termasuk material dan/atau alat maupun
tanpa material dan/atau alat.

47. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG)
Prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis.

48. Tim Pengadaan
Pejabat Fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Sesuai
dengan tabel kewenangan pengadaan barang dan/atau jasa pada Bab XI. Kewenangan Pengadaan
dan Penandatangan Perjanjian

49. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
Besarnya komponen dalam negeri pada barang, gabungan barang, jasa, gabungan jasa, serta
gabungan barang dan jasa.

50. Transaksi Tunai
Pengadaan langsung yang dilakukan secara offline oleh proyek, Unit Kerja Operasi maupun
maupun Unit Kerja Penunjang Operasi kepada toko bangunan dan toko lainnya, perorangan dan
UMKM berdasarkan harga pasar.

51. Unit Kerja Operasi
Bagian dalam organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan operasional proyek.

52. Unit Kerja Penunjang Operasi
Bagian dalam organisasi yang tidak terlibat langsung atas pelaksanaan kegiatan operasional proyek
tetapi bertanggung jawab memberikan dukungan penting untuk kelancaran kegiatan operasional
proyek.

53. Vendor/Supplier
Badan usaha sebagai Penyedia Barang yang dapat berupa Material Ready to Stock (MTS), Material
to Order (MTO) dan Engineering to Order (ETO).
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54. Vendor/Supplier UMKM
Badan usaha sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil
dan menengah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021.

55. Verifikasi TKDN dan BMP
Kegiatan yang dilakukan oleh Surveior Independen untuk menghitung capaian TKDN Barang/Jasa
dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) dengan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan
usaha perusahaan industri atau Penyedia Barang/Jasa.

I.5. Landasan Hukum
Tata Kelola Supply Chain Management ini dibuat mengacu pada:
a. Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata
Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
b. Peraturan Presiden No. 46 tahun 2025 perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 16 tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)

¢. Tata Kelola Perusahaan

d. Board Manual

e. Tata Kelola Aset Manajemen

f. Tata Kelola Benturan Kepentingan

g. Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan I1SO 37001:2016
1.6. Referensi

Tata Kelola Supply chain Management ini disusun berdasarkan beberapa referensi sebagai berikut:
Anggaran Dasar PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

Good Corporate Governance {(GCG Code)

Pedoman Perilaku Code of Conduct

Kebijakan Know Your Counterparty (KYC)

Penyempurnaan atas Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran pada Whistleblowing System
(WBS)

ISO 28000

g. 1S0O 28001

h. 1SO 37001:2016

P oo oo
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BAB Il. PROSES BISNIS SUPPLY CHAIN

Proses bisnis supply chain/rantai pasok Barang dan/atau Jasa di ADHI merupakan proses hulu ke
hilir yang dibagi menjadi tahap persiapan yang meliputi proses pendaftaran calon rekanan, verifikasi
dan pemetaan calon rekanan, pre-contract yang meliputi aktivitas sebelum kontrak/perjanjian
ditandatangani oleh pengguna dan penyedia Barang dan/atau Jasa yang terdiri dari proses
perencanaan dan pemilihan penyedia, serta post-contract yaitu aktivitas yang dilakukan setelah
kontrak/perjanjian ditandatangani oleh pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa. Aktivitas post-
contract terdiri atas proses pelaksanaan kontrak, penerimaan barang dan/atau jasa, evaluasi kontrak
dan kinerja rekanan, pembayaran serta penutupan kontrak dengan detail aktivitas sebagaimana
tertuang pada (Gambar 1I-1). Tahapan proses bisnis supply chain dibahas lebih lanjut pada bab
tersendiri pada Tata Kelola ini.

ALUR PROSES BISNIS SUPPLY CHAIN
PT ADHI KARYA (Persero) Thbk

Persiapan Pre-Contract -Post-Contract
P Perencanaan Pemllihan Penyedia | Pelaksanaan Kontrak | Penutupan Kontrak
R: ° gi I, ' Y >
verifikasi dan Peambuatan BP3 dan Pengumuman
aktivasl Calon || Approval Baseline Tender/ Monitoring & . Pembayaran
rekanan melalui budget padamodul | [*|  parmintaan Exosditine
aplikasi Vendor PSsAP Penswaran
Managemant ADHI \-———-/ | S > | |
¥ + ¥
a N 7 =)
Pembuatan den | Panerimaan B/ dan
Parsetujuan Palaksanaan Pangelolaan
ramant proses pcmlhfn | Pergudsngan
Statemant den | penyedia B/J {Pambuatan GR, G
entry pada modul | e ‘ dan SES pada modul |
PS SAP ¥
! [ [(S | ‘
{ y | x
/_'ﬁ | T Evaluasi kontrak
[ dan usulan
Pambuatan dan amandemen {Jika
Persetuyjuann KAK dipariukan)
dan Purchase
Requisition pada | Penyadis
modul MM SAP
\‘*.—"/ | Pembuatan PO SAP
| & Approval pada
modul MM sAP
Pembuatan dan
Perzetujuan ] Evaluasi kinerj ¥ berkal
Dokumen Tender

Legend:
: Unit Kerja Operasi/Proyek/ Pengguna

: Proyek/ Pen| a
yek/ Penggun Barang dan/atau Jasa sesuai Treshold

Barang dan Jasa
: Unit Kerja Penunjang Operasi :Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang
Bidang SCM/Fungsi Pengadaan Keuangan

Proyek sesuai treshold

Gambar lI-1 Alur Proses Bisnis Supply Chain PT ADH! KARYA (Persero) Tbk
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II.1. Daftar Prosedur Supply Chain
Tata Kelola Supply Chain Management ini dilengkapi dengan beberapa prosedur yang mengatur
lebih detail alur proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa serta proses pendukung lainnya sesuai
dengan daftar berikut:
Prosedur Procurement Planning
Prosedur Pendaftaran dan Pemetaan Rekanan
Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa
Prosedur Perhitungan dan Pelaporan TKDN dan PDN
Prosedur Expediting dan Pengelolaan Pergudangan
Prosedur Transfer Stock
Prosedur Penilaian Kinerja Rekanan

Sm 0o o0 o

Prosedur Survei Kepuasan Rekan Bisnis
Prosedur Pembuatan dan Pengelolaan Kontrak

j- Prosedur Pengadaan Material Impor
k. Prosedur Pengukuran Progres dan Penagihan
I.  dan Prosedur lainnya jika diperlukan

I1.2. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan barang/jasa mengusung beberapa prinsip, kebijakan, dan etika yang mengacu pada

Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola

dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:

a. Efisien; berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal
dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal
mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Untuk Pengadaan
Barang/Jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan Total Cost of
Ownership (TCO).

b. Efektif; berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

c. Kompetitif; berarti Pengadaan Barang/lasa harus terbuka bagi Penyedia Barang/lasa yang
memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia
Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang jelas dan transparan.

d. Transparan; berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk
syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia
Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang/Jasa yang berminat.

e. Adil dan wajar; berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa
yang memenuhi syarat.

f. Terbuka; berarti pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang
memenuhi syarat.

g. Akuntabel; berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga
menjauhkan dan potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

h. Anti Gratifikasi dan Prinsip Independensi; berarti dalam proses pengadaan tidak menerima
pemberian uang, barang, tidak memberikan rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya

™ e e e e e e e ———— 1!
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dalam bentuk apapun yang terkait dengan proses pengadaan yang melibat-kan Pengguna Jasa
dengan Penyedia Jasa, Penyedia Jasa dengan Sub Penyedia, Vendor, Subkontraktor.

i. Pengguna Barang/lasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan
perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil sepanjang kualitas, harga,
dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

j- Pengguna Barang/Jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan
tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka
mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.

k. Pengguna Barang/Jasa meningkatkan perluasan kesempatan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil
sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

. Pengguna Barang/lasa dapat melakukan sinergi antar BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan
Terafiliasi BUMN.

m. Penyedia Barang/Jasa merupakan pemilik produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari
Penyedia Barang/Jasa bersangkutan.

n. Pengadaan Barang/Jasa harus menjamin pencapaian sasaran, kualitas, keselamatan, kesehatan
dan lindung lingkungan dengan merujuk pada persyaratan Sistem Manajemen Keselamatan,
Kesehatan Kerja dan Lingkungan, dan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

0. Pengadaan Barang dan Jasa harus menerapkan unsur-unsur Penerapan Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (Good Corporate Governance).

p. Pengadaan Barang dan Jasa harus menerapkan unsur-unsur Penerapan Tata Kelola Benturan
Kepentingan.

g. Pengadaan Barang/lasa telah merujuk pada implementasi Sistem Manajemen Anti Suap sesuai ISO
37001:2016.

n.3. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, Perusahaan harus menerapkan kebijakan sebagai
berikut:
a. Meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi Pengadaan Barang dan Jasa
untuk mengoptimalkan value for money.
Menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan ADHI.
Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel.
Mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan produksi dalam negeri.
Memberi kesempatan pada pelaku usaha nasional dan usaha kecil.
Menetapkan kriteria penerimaan dan menyeleksi seluruh Counterparty yang potensial sebelum

hooa oo

memulai hubungan bisnis dan melakukan analisis, pemantauan serta evaluasi secara
berkelanjutan.

g. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan personil bidang Pengadaan Barang/Jasa.

h. Memanfaatkan teknologi informasi.

i.  Melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di ADHI.

j- Memberikan kesempatan kepada anak perusahaan dan/atau sinergi antar BUMN, Anak
Perusahaan BUMN dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN.

k. Setiap hubungan usaha dengan anak perusahaan dan/atau sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan
BUMN dan/atau Perusahaan maupun koperasi Terafiliasi BUMN dilaksanakan berdasarkan
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kerjasama saling menguntungkan dan memberi nilai tambah dengan kaidah komersial (Business-
to-Business) yang sehat dan memenuhi kaidah manajemen risiko.

| Melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, inovatif, dan/atau memperkuat pengukuran
kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.

m. Memberikan kesempatan pengadaan secara konsolidasi ADHI Grup untuk PBJ yang memberikan
manfaat lebih apabila dikontrakkan secara Grup dengan tetap mengacu pada prinsip Pengadaan
Barang dan Jasa dan perundang undangan yang berlaku.

n. Melakukan penundaan pelaksanaan perjanjian yang berkaitan dengan transaksi bisnis, apabila
terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis tersebut
yang menyebabkan kerugian bagi ADHI.

1.4. Etika Pengadaan Barang/Jasa
Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib mematuhi dan menerapkan etika
sebagai berikut:

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran,
kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya
harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa.

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan
usaha tidak sehat.

d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan
kesepakatan tertulis pihak yang terkait.

e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara
langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan
Barang dan Jasa.

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan
negara/perusahaan.

g. Menghindari dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima
hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut
diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

i. Melaporkan segala bentuk pelanggaraan terkait dengan proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai
dengan Penyempurnaan atas Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran pada Whistleblowing
System (WBS).
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BAB Ill. ORGANISASI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa, PT ADHI KARYA (Persero) Tbk didukung
oleh organisasi pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang
Supply chain Management (SCM) dan Fungsi Pengadaan Proyek sebagaimana digambarkan pada
(Gambar 1i-1). Organisasi Pengadaan Barang/lasa memiliki kewenangan dan tanggung jawab
pengadaan sebagaimana diatur pada Bab XI Tata Kelola ini.

+
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Gambar liI-1 Struktur Organisasi Supply Chain Management

Hl.1.  Unit Kerja Supply Chain Management (SCM)

1. Fungsi Pengadaan
Fungsi Pengadaan Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang SCM bertugas untuk mendukung

kebutuhan proyek, kebutuhan kantor Unit Kerja Operasi dan kebutuhan kantor Unit Kerja Penunjang
Operasi atas barang dan/atau jasa sesuai dengan batasan kewenangannya. Hal tersebut termasuk
diantaranya:

a. Konsolidasi kebutuhan barang dan jasa korporat.

b. Perluasan Sourcing rekanan berdasarkan kebutuhan perusahaan

c. Menyiapkan dokumen Tender Pengadaan barang dan jasa

d. Melaksanakan dan mendokumentasikan proses pemilihan penyedia barang dan jasa dan

mengusulkan pemenang untuk paket pengadaan sesuai kewenangannya

e. Membuat draft kontrak berikut amandemennya (jika diperlukan) untuk paket pengadaan
sesuai kewenangannya

f. Bersama dengan Proyek memastikan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan tiba tepat waktu

g. Bersama Proyek melakukan pembinaan terhadap rekanan untuk paket pengadaan sesuai
kewenangannya

h. Berkoordinasi dengan fungsi estimating/ proposal untuk penyediaan database harga dan
penawaran rekanan (jika diperlukan)

== ——————_——+
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2. Fungsi Sistem dan Strategy SCM
Fungsi Sistem dan Strategy SCM bertugas untuk menyediakan sistem SCM untuk mendukung
proses SCM secara korporasi. Hal tersebut termasuk diantaranya:
a. Menyusun dan mengusulkan kebijakan dan prosedur Supply Chain Management kepada
Kepala Unit Kerja Bidang SCM
b. Menyediakan dan mengembangkan sistem pengadaan terintegrasi berbasis teknologi
informasi
c. Bersama Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang Teknologi Informasi, memastikan keandalan
system pengadaan terintegrasi berbasis teknologi informasi serta ERP Perusahaan
Perluasan Sourcing rekanan berdasarkan sasaran perusahaan
Pemetaan rekanan melalui vendor management system ADHI
Pengelolaan Master Data Material, Services dan Rekanan
Melakukan konsolidasi penilaian kinerja rekanan
Menyampaikan usulan kepada Direksi terkait daftar Penyedia Barang dan Jasa yang akan
dikenakan sanksi Daftar Hitam berdasarkan hasil evaluasi kinerja Penyedia Barang dan/atau
Jasa, atau karena alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan
i. Bertanggung jawab atas administrasi ijin import Perusahaan
j.  Monitoring, evaluasi capaian Produk Dalam Negeri dan transaksi UMKM
k. Analisa data pengadaan dan data inventory serta transfer stok
I.  Mengkoordinasikan proses identifikasi dan pengelolaan risiko pada proses bisnis SCM sesuati
kewenangannya

S @ o oo

{.2.  Unit Kerja Proyek
1. Procurement dan Logistik Proyek
Procurement dan Logistik Proyek bertugas untuk mensupport kebutuhan proyek atas barang dan
jasa sesuai dengan batasan kewenangannya. Hal tersebut termasuk diantaranya:
a. Perluasan sourcing rekanan dan berkoodinasi dengan fungsi vendor management system
untuk proses registrasi rekanan pada vendor management system ADHI
b. Melakukan koordinasi dengan Fungsi Pengadaan Unit Kerja Bidang SCM dan fungsi
pengendalian Unit Kerja Operasi untuk pemenuhan kebutuhan barang dan jasa proyek yang
menjadi kewenangan Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang SCM
c. Mempersiapkan dokumen permintaan pengadaan barang dan jasa kebutuhan Proyek
d. Melaksanakan dan mendokumentasikan proses pemilihan penyedia barang dan jasa untuk
paket pengadaan sesuai kewenangannya
e. Membuat dan melaksanakan proses kontraktual berikut amandemennya (jika diperlukan)
untuk paket pengadaan sesuai kewenangannya
f.  Melakukan monitoring dan Expediting terhadap pelaksanaan kontrak dan berkoordinasi
dengan Fungsi Pengadaan Unit Kerja Bidang SCM dan fungsi pengendalian unit kerja operasi
terkait kendala pengiriman barang
g. Melakukan pengelolaan pergudangan dan persediaan
h. Melakukan dan mengkoordinasikan penilaian kinerja rekanan dengan fungsi terkait
i. Melakukan pembinaan terhadap rekanan bersama fungsi terkait
j.  Melakukan riviu atas konsolidasi penilaian kinerja rekanan proyek serta mengusulkan daftar
Penyedia Barang dan Jasa yang akan dikenakan sanksi suspend dan atau daftar hitam kepada
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Project Manager/Project Director berdasarkan hasil evaluasi kinerja Penyedia Barang dan/atau
Jasa, atau karena alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan
k. Menyampaikan rencana import proyek ke fungsi pengendalian unit kerja operasi untuk
dikoordinasikan dengan Unit kerja Penunjang Operasi Bidang SCM
[.  Bertanggung jawab atas pemenuhan dan compliance dokumen import tepat waktu serta
pengaturan import yang akan diatur lebih lanjut pada prosedur Pengadaan Material Import.
Detail Job description mengacu pada Tata Kelola Human Capital

BAB IV. STRATEGI SOURCING

Dalam melaksanakan proses bisnis supply chain management untuk dapat mencapai tujuan
pengadaan barang dan jasa, perusahaan menggunakan kerangka Kraljic Matrix sebagai pendekatan
strategic sourcing yaitu pengelolaan informasi yang kemudian digunakan untuk membangun strategi
pengadaan barang dan jasa. Bagaimana mengatur hubungan dengan penyedia barang dan jasa, cara
memilih penyedia termasuk mekanisme kontrak berdasarkan tingkat risiko supply dan dampak
finansialnya.

Tinggi
Bottleneck  Strategic
* Barang/jasa bernilas |I ¢ Barang/jasa bernilai
rendah tinggi
* Risiko tinggi karena * Risiko tinggi karena
ketergantungan tinggi ketergantungan tinggt
pada pemasok pada pemasok
Risiko
Pengadaan
Non-Critical " Leverage
(Routine) ® Barang/jasa bernila)
« Barang/Jasa bernllal tinggi
rendah ® Risiko rendah karena
* Rislko rendah karena banyak pemasok
banyak pemasok alternatif
alternatif
Rendah
Rendah Nilal Pengadaan Tinggs

Gambar IV-I Kraljic Matrix

Kraljic Matrix mengkategorikan item pengadaan berdasarkan dampaknya terhadap aspek
finansial dan tingkat ketergantungan terhadap pemasok yang dapat mempengaruhi daya tawar
perusahaan. Model ini membaginya menjadi empat kategori:

1. Strategis

Barang dan jasa yang sangat penting, memiliki dampak finansial tinggi, dengan risiko supply tinggi
dimana penyedia barang dan jasanya hanya 1 atau 2, bersifat monopoli, mengandung teknologi/
keahlian khusus, sulit didapatkan atau tidak dapat disetarakan secara teknis.

Tujuan pengadaan barang dan jasa pada kuadran strategis adalah kemitraan kolaboratif untuk
mendapatkan/ menciptakan value serta management risiko
2. Bottleneck

Barang dan jasa yang penting namun memiliki dampak finansial rendah dengan tingkat risiko

supply yang tinggi dimana penyedia barang dan jasanya hanya 1 atau 2, bersifat monopoli,

/
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mengandung teknologi/ keahlian khusus dan sulit didapatkan atau tidak dapat disetarakan secara
teknis.

Tujuan pengadaan barang dan jasa pada kuadran bottleneck adalah untuk mendapatkan kepastian
supply.

3. leverage

Barang dan jasa yang memiliki dampak finansial tinggi dengan risiko supply rendah dimana
penyedia banyak/ mudah didapatkan sehingga memberikan peluang besar untuk optimasi biaya.
Tujuan pengadaan barang dan jasa pada kuadran Leverage adalah memaksimalkan penghematan
biaya.

4. Rutin/ Non- Critical

Barang dan Jasa rutin atau bersifat tidak kritis yang memiliki dampak finansial rendah serta risiko
supply rendah dimana penyedia barang dan jasanya tersedia banyak dan mudah didapatkan.

Tujuan pengadaan barang dan jasa pada kuadran Rutin/ Non- Critical adalah meminimalkan biaya
sourcing dengan menyederhanakan proses pengadaan barang dan jasa.

Dengan mengimplementasikan kerangka Kraljic Matrix, perusahaan diharapkan dapat
mengidentifikasi barang dan jasa yang membutuhkan perhatian lebih atau yang dapat dioptimasi
secara biaya, barang dan jasa mana yang membutuhkan keterlibatan penyedia lebih awal bahkan sejak
tahap get the project serta barang dan jasa mana yang bersifat sederhana. Strategi Supply chain
Management akan dibangun untuk masing masing barang dan jasa berdasarkan empat kuadran
tersebut termasuk didalamnya strategi management vendor dan strategi pengadaan barang dan jasa.
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BAB V. VENDOR MANAGEMENT SYSTEM

Vendor management system merupakan suatu proses/siklus pengelolan penyedia barang dan jasa
berkelanjutan sebagaimana digambarkan pada Gambar 4. Dalam rangka memastikan proses
pengadaan barang dan jasa di lingkungan ADHI dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan
pengadaan, perlu dilakukan pengelolaan atas penyedia barang dan jasa yang meliputi:

a. Sourcing Rekanan

b. Pendaftaran dan Pemetaan Rekanan

c. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Rekanan
d. Daftar Hitam Rekanan

e. Pembinaan Rekanan

Supplier i
oul pplier
sesnsis Qualification
Continuous
Supplier .
Improvement Suppher
Management
Supplier
Evaluation
Phasing out
of Suppliers

Gambar V-1 Siklus Vendor Management System (Reff: infineon.com)

V.1 Sourcing Rekanan

Sourcing atau pencarian calon penyedia barang /jasa dilakukan oleh fungsi pengadaan proyek dan
Fungsi Pengadaan Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang SCM. Sourcing dilakukan berdasarkan rencana
kebutuhan perusahaan, baik dari proyek yang sedang berjalan maupun rencana proyek yang akan
disasar. Sourcing dapat dilakukan dengan beberapa cara yang tidak terbatas dari dibawah ini:

1. Approve Manufacture/SubContractor List Klien
Pameran Dagang

Sourcing melalui internet atau media lain
Referensi mitra bisnis

G = oS

Pendaftaran terbuka untuk rekanan umum melalui aplikasi vendor management ADHI| atau
melalui pihak ke tiga yang terintegrasi dengan aplikasi ADHI
6. Survei Penyedia Barang/Jasa lokal/setempat

V.2. Pendaftaran dan Pemetaan Rekanan

Sebelum mengikutsertakan atau mengundang calon penyedia barang/jasa dalam proses
pengadaan barang/jasa, perlu dilakukan pendaftaran serta pemetaan calon rekanan melalui aplikasi
Vendor Management ADHI yang meliputi proses registrasi, , verifikasi dan penilaian berdasarkan
dokumen yang disampaikan oleh calon rekanan serta sumber informasi dari pihak ke tiga yang
bertujuan untuk memastikan legalitas perusahaan serta memetakan kemampuan rekanan. Verifikasi
yang dilakukan meliputi:

1. Aspek Umum
2. Aspek Legalitas Perusahaan
3. Perijinan Usaha
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Aspek Kesehatan Keuangan
Aspek Kepatuhan terhadap Perpajakan
Aspek Quality & Safety management System dan Lindung Lingkungan
Aspek Kepatuhan terhadap Sistem Management Anti Penyuapan (SMAP)
Dan Lainnya yang dipandang perlu
Setelah calon rekanan penyedia barang dan jasa melengkapi persyaratan dokumen dan dinyatakan
lolos tahap verifikasi, maka calon rekanan akan dipetakan serta dicatat dalam Daftar Rekanan
Terseleksi (DRT) dan dapat di undang /berpartisipasi dalam proses Tender. Untuk memastikan tender
pengadaan barang dan jasa tidak terkendala, Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang SCM wajib
memastikan rekanan dalam status aktif dengan cara menyampaikan pemberitahuan atau permintaan
pengkinian data dan dokumen sebelum dokumen kadaluarsa.

© N e

Pemenuhan atas persyaratan dokumen seleksi calon rekanan diatas disesuaikan berdasarkan
pendekatan kerangka Kraljic Matrix sebagai berikut:
1. Strategic

Calon rekanan penyedia barang/jasa yang masuk kategori strategis (risiko pengadaan tinggi) wajib
memenuhi minimum aspek umum, legalitas perusahaan, perijinan usaha dan kepatuhan sistem
manajemen anti penyuapan (SMAP)
2. Bottle neck

Calon rekanan penyedia barang/jasa yang masuk kategori bottleneck diperkenankan untuk
menyampaikan data dan dokumen persyaratan minimum yang dimiliki apabila belum dapat memenuhi
seluruh ketentuan pendaftaran rekanan, dengan tetap memastikan bahwa kemampuan teknis dan
aspek utama yang dipersyaratkan telah terpenuhi.
3. Leverage

Calon rekanan penyedia barang dan jasa yang masuk dalam kategori Leverage, tersedia secara luas
dipasar, wajib memenuhi semua aspek diatas yang akan diatur lebih detail pada prosedur Pendaftaran
dan Pemetaan Rekanan.
4. Rutin/ Non-critical

Calon rekanan penyedia barang dan jasa yang masuk dalam kategori Rutin/ Non-critical memiliki
dampak rendah ke perusahaan wajib memenuhi minimum aspek umum.
Detail data minimum per masing-masing aspek yang harus dipenuhi oleh masing masing kuadran, akan
didetailkan pada prosedur pendaftaran dan pemetaan rekanan.

Jika diperlukan seleksi lebih lanjut perihal kompetensi dan kapasitas rekanan sesuai kebutuhan
masing masing paket pengadaan, dapat dilakukan pada tahapan pengadaan barang/jasa.

Kepala unit kerja Penunjang Operasi Bidang SCM dapat mengurangi atau mengganti persyaratan
registrasi rekanan diluar ketentuan prosedur dalam kondisi:
1. Proyek berdurasi maksimal 6 bulan
2. Pengadaan langsung
3. Transaksi rekanan Kementerian/ Lembaga/ Institusi Pemerintah dan rekanan pengadaan bersama

BUMN
4. Penyedia layanan utilitas publik seperti PT PLN, PDAM dan lainnya
5. Kondisi lain yang disetujui oleh Direktur yang membidangi SCM

Tahapan Pendaftaran dan pemetaan rekanan akan diatur lebih detail dalam Prosedur Pendaftaran
dan pemetaan rekanan.

_—=——— e ———]
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V.3. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Rekanan

Untuk memastikan konsistensi kualitas dan kepatuhan dari rekanan ADHI, wajib dilakukan
penilaian dan evaluasi kinerja rekanan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau apabila jangka
waktu kontrak/PO kurang dari 3 (tiga) bulan akan dilakukan pada akhir kontrak/PO. Penilaian kinerja
rekanan dilakukan untuk setiap kontrak/PO oleh pengguna barang dan jasa. Hasil penilaian kinerja
rekanan akan dikonsolidasi oleh Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang SCM dan dapat menjadi bagian
parameter (track record) yang dipertimbangan dalam pemilihan penyedia barang dan jasa. Hasil
peniléian kinerja rekanan juga diperlukan untuk menentukan penyedia tetap dalam Daftar Rekanan
Terseleksi (DRT) atau dikeluarkan dari DRT (Blacklist).

Tahapan penilaian dan evaluasi kinerja rekanan serta kriteria penilaian didetailkan dalam Prosedur
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Rekanan serta dapat disesuaikan dengan perkembangan dan
kebutuhan perusahaan.

V.4, Sanksi Terhadap Rekanan

Sanksi terhadap rekanan dapat diberikan oleh ADHI kepada rekanan yang melakukan pelanggaran
peraturan atau kesepakatan yang telah ditetapkan. Sanksi terhadap rekanan dibagi menjadi tiga
tingkatan sebagai berikut:

1. Peringatan, rekanan tetap dapat menyelesaikan kontrak pekerjaan dan mengikuti proses
pengadaan dan jasa. Sanksi peringatan dapat diberikan oleh Project Manager/Project Director,
Kepala Unit Kerja Operasi dan Kepala Unit Kerja Penunjang Operasi kepada rekanan yang
kinerjanya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, serta kriteria lain yang akan diatur pada
prosedur penilaian kinerja rekanan.

2. Ditangguhkan (Suspend), rekanan tetap dapat menyelesaikan kontrak pekerjaan namun rekanan
tidak diperkenankan mengikuti proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan catatan
diselesaikan atau sampai dengan waktu tertentu yang diatur dalam prosedur penilaian kinerja
rekanan. Rekanan dapat dimasukkan dalam daftar rekanan ditangguhkan dalam kondjsi:

a. Terdapat dokumen administrasi rekanan yang kadaluarsa dan wajib untuk diperbaharui

b. Terdapat kondisi tertentu yang disebabkan permasalahan yang dianggap merugikan ADHI,

selain yang ditetapkan pada kriteria Blacklist/Daftar Hitam

3. Daftar Hitam (Blacklist), rekanan tidak dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa
termasuk Perusahaan 1 grup (dengan pengurus yang sama). Durasi dan kriteria hitam akan diatur
lebih lanjut pada prosedur penilaian dan evaluasi kinerja rekanan. Bagi rekanan yang masuk dalam
daftar hitam/blacklist akan dikeluarkan dari VAL/SAL ADHI dan dapat mendaftar kembali setelah
durasi daftar hitam/blacklist terlewati. Management ADHI akan meriviu ulang terhadap komitmen
Perusahaan tersebut.

Rekanan yang masuk dalam daftar hitam/blacklist dan masih memiliki kontrak dengan status aktif,

dapat menyelesaikan pekerjaan kecuali rekanan masuk dalam kriteria blacklist yang

mengharuskan pengakhiran kerjasama dengan segera dimana hal tersebut akan diatur lebih detail
pada prosedur penilaian kinerja rekanan.

Pemberian sanksi ditangguhkan {suspend) dan daftar hitam/blacklist diberikan oleh Unit Kerja
Penunjang Operasi Bidang SCM secara langsung atau atas usulan Kepala Unit Kerja Operasi dan
Penunjang Operasi disertai dengan alasan dan bukti yang cukup. Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang
SCM dapat mengeluarkan rekanan dari sanksi ditangguhkan (suspend) setelah rekanan mengupdate
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dokumen administrasi yang mandatory harus valid atau setelah permasalahan yang dianggap
merugikan ADHI telah diselesaikan atau jika terdapat kebutuhan dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

V.5. Pembinaan Rekanan

Pembinaan rekanan dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyedia barang dan jasa baik
selama pekerjaan berlangsung maupun setelah pekerjaan selesai. Pembinaan rekanan diperlukan juga
untuk mendukung program perusahaan dan program pemerintah diantaranya dalam hal teknis, mutu,
keselamatan dan kesehatan kerja, legal dan kepatuhan, serta lainnya. Pembinaan rekanan dapat
dilakukan dengan cara:

Program apresiasi

1. Meeting Koordinasi oleh tim proyek, Unit Kerja Operasi dan Penunjang Operasi
2. Vendor Gathering

3. Sosialisasi

4. Workshop

5.

6.

Lainnya bila diperlukan

Mekanisme Penilaian kinerja dan pembinaan rekanan diatur lebih detail pada Prosedur Penilaian dan
Evaluasi Kinerja Rekanan.

V.6. Kepuasan Rekanan

Sebagai bagian dari komitmen penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan perbaikan
berkelanjutan, PT ADHI KARYA (Persero) Thk perlu memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan
mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan dalam hal ini penyedia barang dan jasa.

Survei kepuasan rekanan menjadi instrumen untuk menilai kualitas layanan, mengidentifikasi area

perbaikan, serta memperkuat kepercayaan mitra kerja dan pemangku kepentingan.

Pelaksanaan Survei kepuasan rekanan bertujuan untuk:

a. Mengukur tingkat kepuasan rekanan atas proses pendaftaran rekanan, pemilihan penyedia
barang dan jasa, pengelolaan kontrak dan koordinasi, proses administrasi kontrak dan
pembayaran serta penerapan system management anti penyuapan dan keamanan informasi
Menjadi dasar evaluasi kinerja unit kerja terkait dalam pengelolaan layanan kepada rekanan
Memberikan masukan bagi management dalam penyusunan strategi peningkatan kualitas
pengelolaan hubungan dengan rekanan untuk dapat meningkatkan daya saing perusahaan

Survei kepuasan rekanan dilakukan kepada rekanan dengan kontrak aktif dengan periode 1 kali

pada akhir kontrak atau minimum 1 kali setahun untuk kontrak multi years. Teknis pelaksanaan Survei
kepuasan rekanan akan diatur lebih detail pada prosedur Survei kepuasan rekan bisnis.
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BAB VI. PENGADAAN STRATEGIS

Dalam rangka memastikan standarisasi atau kewajaran harga di lingkungan ADHI, meminimalisir
pengadaan berulang, serta sebagai upaya peningkatan efisiensi maka Pengadaan Barang dan/atau Jasa
yang digunakan pada sebagian besar proyek akan dilakukan konsolidasi pengadaan oleh Fungsi
Pengadaan Strategis Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang SCM. Kriteria Barang dan/atau Jasa strategis
yang dimaksud adalah:
a. Barang dan Jasa yang masuk dalam kategori leverage pada Kraljic Matrix (Gambar IV-1) dan
b. Barang dan Jasa dengan kompleksitas metode kerja dan atau aspek sosial yang rendah

Fungsi Sistem dan Strategi SCM secara berkala akan melakukan analisa atas data pengadaan
barang dan jasa yang memenuhi kriteria tersebut untuk diusulkan sebagai Pengadaan Strategis kepada
Kepala Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang SCM untuk mendapat persetujuan.
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BAB VII. PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Vil.1. Procurement Statement

Rencana pengadaan atau procurement statement dibuat berdasarkan BP3 proyek/RKAP/RKAD
atau perubahannya. Procurement statement dibuat untuk memberikan gambaran serta petunjuk bagi
tim fungsi pengadaan dalam mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan. Procurement
Statement proyek dibuat oleh fungsi perencanaan proyek dan diajukan oleh Project Manager/Project
Director untuk mendapat persetujuan Kepala Unit Kerja Operasi dan Kepala Unit Kerja Penunjang
Operasi Bidang SCM dan dimasukkan ke dalam sistem SAP. Pada pengadaan kebutuhan kantor Unit
Kerja Operasi dan Unit Kerja Penunjang Operasi, procurement statement dibuat oleh kepala fungsi
yang ditunjuk dan diajukan untuk mendapat persetujuan Kepala Unit Kerja.

Dalam penentuan strategi pemaketan pekerjaan di procurement statement, fungsi perencanaan
tidak diperkenankan untuk memecah paket pekerjaan/pengadaan yang sama tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan. Procurement statement mengatur informasi sebagai berikut tidak terbatas
pada:

Nama Paket Pengadaan

Ruang Lingkup Paket Pengadaan

Budget/HPS berdasarkan BP3 Proyek/RKAP/RKAD Paket Pengadaan
Kewenangan Pengadaan

Rencana Media Pengadaan

Jadwal Permintaan Pengadaan/Requisition

Jadwal Kebutuhan Barang dan atau Jasa harus tersedia

Dan lainnya yang diperiukan

S® o a0 o

Penjelasan lebih detail perihal procurement statement berikut templatenya akan diatur lebih detail
pada prosedur terpisah.

VII.2. Persiapan dan Perencanaan Pengadaan

Tim fungsi pengadaan wajib mendokumentasikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa.
Sebelum melaksanakan proses pengadaan, fungsi pengadaan wajib mempersiapkan dan memastikan
hal hal sebagai berikut tidak terbatas pada:

a. Memastikan calon peserta tender sudah menjadi rekanan ADHI dan masuk dalam Daftar Rekanan

Terseleksi (DRT) yang didaftarkan melalui aplikasi Vendor Management ADHI
b. Tersedianya Persyaratan teknis, komersial, kriteria penilaian, metode evaluasi, kondisi dan
persyaratan lainnya yang diperlukan/Kerangka Acuan Kerja (KAK)

RAP/HPS

Penetapan Jenis Kontrak
Rancangan Dokumen Kontrak
Lainnya jika diperlukan

- o a n

Pada pengadaan yang bersifat komplek/ strategis dan atau bernilai besar fungsi pengadaan perlu
menyiapkan dokumen tender yang memuat persyaratan administrasi, teknis dan komersial termasuk
didalamnya aturan tender.

Fungsi Pengadaan Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang SCM dapat melakukan konsolidasi atas
beberapa paket pengadaan atau memecah paket pengadaan yang sama sebagai bagian dari strategi
pengadaan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
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VII.3. Persyaratan Teknis
Dokumen Teknis disiapkan oleh pengguna barang dan atau jasa dan menjelaskan informasi yang
terdiri dari:
1. Lingkup Pekerjaan/Pengadaan
2. Jadwal Pekerjaan
3. Kriteria Teknis/Keahlian meliputi:
a. Spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/pemilik proyek
b. Tidak mengarah kepada merk/perusahaan tertentu (kecuali dipersyaratkan klien/pemberi
kerja)
c. Memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri
Memaksimalkan penggunaan Standart Nasional Indonesia (SNI), kecuali dipersyaratkan lain
oleh klien/pemberi kerja
e. Pencantuman macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperiukan
dalam pelaksanaan pekerjaan.
f. Persyaratan penyedia dan/atau kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti yang
dipekerjakan yang tidak mengarah pada penyedia tertentu.
g. Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan ESG
h. Pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
i. Gambar-gambar kerja harus lengkap dan jelas.
j. Pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan.
k. Pencantuman tata cara pengukuran.

Daftar Kuantitas/Bill of Quantity
5. Persyaratan Rekam jejak (track record) /kinerja Penyedia Barang dan Jasa

Dan lainnya yang diperlukan

Kriteria teknis dapat disesuaikan berdasarkan kompleksitas lingkup, jenis dan nature dari barang
dan atau jasa yang dibutuhkan.

VIl.4. Persyaratan Komersial
Persyaratan komersial minimal menjelaskan informasi yang terdiri dari:

1. Cara Pembayaran

Cara pembayaran ditentukan dengan teriebih dahulu berkoordinasi dengan fungsi keuangan

proyek dengan mempertimbangkan cara pembayaran dari pemberi kerja/klien dan cashflow
perusahaan serta menyampaikan dengan jelas cara dan durasi proses pembayaran serta
tanggungjawab atas biaya yang mungkin muncul atas proses pembayaran tersebut.

2. Jaminan Penawaran

a. Jaminan Penawaran tidak di diwajibkan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau Jasa,
namun jika diperlukan Jaminan Penawaran untuk pengadaan yang memiliki potensi risiko
tinggi, tim fungsi pengadaan dapat menetapkan Jaminan Penawaran dalam bentuk bank
garansi atau surety bond yang dapat diterima oleh ADHI;

b. Fungsi pengadaan dapat menetapkan besaran Jaminan Penawaran dan masa berlaku jaminan
dengan mempertimbangkan kompleksitas dan risiko paket pengadaan serta durasi proses
tender;

¢. Jaminan Penawaran dapat diberlakukan untuk Tender Umum dan Tender Terbatas.
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3. Jaminan Uang Muka

a. lJika diperlukan uang muka dalam pelaksanaan pekerjaan, tim fungsi pengadaan wajib
menetapkan jaminan uang muka berupa bank garansi dengan nilai sebesar uang muka yang
disepakati dalam perjanjian dengan masa berlaku jaminan sekurang kurangnya 30 (tiga puluh)
hari setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan dan dapat diperpanjang jika dibutuhkan.
Besaran nilai perpanjangan uang muka tidak boleh kurang dari sisa uang muka yang belum
dikembalikan;

b. Untuk memastikan uang muka kembali 100%, pengembalian uang muka 100% dilakukan
melalui pemotongan atas tagihan dengan masa pengembalian maksimal pada progres tagihan
80%;

c. Jaminan uang muka diwajibkan bagi transaksi selain Anak Usaha dan Afiliasi. Jaminan uang
muka berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank milik BUMN/ Anak Usaha BUMN. Dalam
hal tidak dapat diterbitkan oleh Bank yang dimaksud, maka dapat menggunakan bank garansi
yang diterbitkan oleh Bank lain atas persetujuan ADHI.

Jaminan uang muka tidak diwajibkan bagi transaksi Anak Usaha;

Jaminan uang muka tetap diwajibkan bagi transaksi afiliasi. Jaminan uang muka bagi transaksi
afiliasi berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank milik BUMN/ Anak Usaha BUMN.
Dalam hal tidak dapat diterbitkan oleh Bank yang dimaksud, maka jaminan uang muka dapat
berupa surety bond/ asuransi. Jaminan uang muka berupa surety bond/ asuransi diterbitkan
oleh perusahaan asuransi milik pemerintah. Dalam hal tidak dapat diterbitkan oleh
perusahaan asuransi yang dimaksud, maka dapat menggunakan perusahaan asuransi lainnya
atas persetujuan ADHI.

4. Jaminan Pelaksanaan/Pengadaan

a. Jaminan Pelaksanaan/Pengadaan diwajibkan untuk Kontrak Pengadaan Barang dengan
spesifikasi khusus yang dibuat berdasarkan kategori make to order (MTO) dan Engineering to
Order (ETO), atau Pekerjaan Jasa Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp500.000.000
(Lima ratus juta rupiah) befum termasuk pajak. Besaran jaminan pelaksanaan/pengadaan
sama dengan besaran jaminan pelaksanaan/pengadaan yang ditetapkan oleh pemberi
kerja/klien atau minimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak dengan masa berlaku
jaminan sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah masa berlaku perjanjian dan
dapat diperpanjang jika diperlukan.

b. Jaminan tidak dipertukan untuk Transaksi Anak Usaha, Vendor UMKM, Subkontraktor
Perorangan dan Pengadaan barang dengan spesifikasi standart pabrikan yang termasuk
kategori ready/ make to stok (MTS) dan Pengadaan Sewa Alat.

Jaminan tidak diwajibkan untuk Transaksi Jasa Konsultan Konstruksi dan non Konstruksi.
Jaminan Pelaksanan/Pengadaan dapat berupa bank garansi atau surety bond.

e. Dalam hal jaminan Pelaksanaan/Pengadaan berupa bank garansi, diterbitkan oleh bank
Pemerintah/BUMN dan anak usaha BUMN/afiliasinya atau bank lain atas persetujuan ADHI.

f. Dalam hal Jaminan Pelaksanaan/Pengadaan berupa surety bond, diterbitkan oleh lembaga
keuangan non-bank milik Pemerintah/BUMN dan anak usaha BUMN/afiliasinya. Dalam hal
tidak dapat diterbitkan oleh lembaga yang dimaksud, maka dapat menggunakan lembaga
lainnya atas persetujuan ADHI.
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f.  Khusus untuk Pengadaan Readymix dan Aspalt hot mix, jaminan pelaksanaan dapat diganti
dengan surat jaminan yang dikeluarkan oleh Pabrik yang menjamin kualitas/ mutu, ketepatan
volume dan waktu serta sanksi atas ketidaktercapaiannya.

5. Jaminan Pemeliharaan

a. Jaminan Pemeliharaan wajib diberiakukan pada Pekerjaan Jasa Konstruksi termasuk instalasi
yang terkait konstruksi, dalam bentuk retensi dengan besaran sama dengan besaran jaminan
pemeliharaan yang ditetapkan oleh pemberi kerja/klien atau minimal sebesar 5% {(lima
persen) dari nilai subkontrak yang dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir atau dapat
ditukarkan dengan diterbitkannya Surat Jaminan berupa bank garansi. Jaminan pemeliharaan
berupa bank garansi diterbitkan oleh Bank milik BUMN/ Anak Usaha BUMN. Dalam hal tidak
dapat diterbitkan oleh Bank yang dimaksud, maka dapat menggunakan bank garansi yang
diterbitkan oleh Bank lain atas persetujuan ADHI.

b. Jaminan Pemeliharaan wajib diberlakukan pada pengadaan barang jenis MTO atau ETO dalam
bentuk retensi minimal 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang dibayarkan setelah masa
pemeliharaan berakhir atau dapat diganti dengan bank garansi atas persetujuan ADHI;

¢. Jaminan Pemeliharaan wajib diberlakukan pada pengadaan Jasa Aplikasi IT berupa retensi
minimal sebesar 10% (sepuluh persen) terhadap nilai kontrak yang dibayarkan setelah masa
pemeliharaan aplikasi selesai.

d. Jaminan Pemeliharaan tidak diwajibkan untuk Transaksi Anak Usaha, Vendor UMKM,
Subkontraktor Perorangan, Pengadaan barang standart pabrikan ready/ make to stock (MTS),
Pengadaan Sewa Alat, Jasa Konsultan Konstruksi dan non Konstruksi.

6. Jaminan Sanggah

a. Jaminan sanggah wajib diberlakukan bagi peserta tender yang melakukan sanggah sebesar 1%
(satu persen) dari nilai penawaran atau minimal Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah};

b. Jaminan sanggah banding berupa bank garansi yang diterbitkan oleh lembaga bank dan dapat
dicairkan dengan mudah jika sanggahan tidak terbukti;

¢. Jaminan sanggah berlaku minimal 1 {satu) bulan dan dapat diperpanjang jika diperlukan.

Pada pengadaan barang dan jasa menggunakan mata uang selain Rupiah, ketentuan nilai diatas
dapat disetarakan dengan mata uang negara lain yang ditentukan pada dokumen pengadaan.
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BAB VIIl. PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGER! DAN PRODUK USAHA MIKRO DAN
USAHA KECIL

Pada proses pengadaan barang dan jasa dimana Pengguna Jasa/Kontraktor Utama tidak
mensyaratkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan angka capaian Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN), maka dalam pelaksanaannya penggunaan PDN dan TKDN tetap mengacu pada
ketentuan berikut:

1. Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan pemberdayaan
produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

2. Pengguna Barang dan Jasa memenuhi penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengguna Barang dan lasa dapat memberikan preferensi harga penggunaan produksi dalam negeri
dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dengan tetap memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika
terdapat vendor/rekanan yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% {empat puluh
persen).

5. Nilai TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada daftar inventarisasi
Barang dan Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian

Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:

a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau

b. kuantitas produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan; atau
¢. barang substitusi impor tidak tersedia di dalam negeri.

d. disyaratkan oleh pemberi kerja/klien

6. Tim TKDN ADHI yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 014-6/2022/074 tentang
Pembentukan Tim TKDN PT ADHI KARYA bersama dengan Internal Auditor ADHI melakukan
pemantauan, dan memastikan penggunaan produk dalam negeri dengan memperhatikan
konsistensi dan komitmen TKDN dari penyedia Barang dan Jasa pada saat mengikuti tender sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Tim TKDN ADHI bersama Internal Auditor ADHI juga melakukan pemantauan dan memastikan
perluasan kesempatan bagi usaha mikro dan usaha kecil.

8. Tim TKDN ADHI bersama Internal Auditor ADHI melakukan pemantauan dan pengawasan
pengadaan barang dan jasa meliputi pencapaian TKDN dan PDN.

9. Dalam hal proyek berada di luar negeri, ketentuan penggunaan produksi dalam negeri dan produk
usaha mikro dan usaha kecil dapat disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku di
negara lokasi proyek.
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BAB IX. PREFERENSI HARGA

Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, Pengguna Barang dan Jasa dapat
memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Preferensi harga dapat diberlakukan untuk Pengadaan Barang yang bernilai paling sedikit di atas

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

2. Preferensi harga dapat diberikan pada pengadaan Barang dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen);

b. Diberikan (koefisien preferensi) paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);

c. Diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran Barang yang telah memenubhi

d. Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA):

HEA dihitung dengan rumus:

HEA = (1 - KP) x HP

Dengan:
e KP =TKDN x preferensi tinggi
e  KP merupakan koefisien Preferensi
e HP merupakan Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik
e. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, Penawar
dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.
3. Preferensi harga produk dalam negeri untuk jasa konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha

dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran
terendah dari badan usaha asing.

4, Pemberian preferensi harga tetap dengan mempertimbangkan dampak kepada pencapaian kinerja
proyek.

5. Dalam hal pengadaan barang menerapkan preferensi harga, ketentuan tersebut harus dituangkan
dalam dokumen pengadaan sebagai dasar penilaian.

6. Dalam hal proyek berada di luar negeri, ketentuan preferensi harga dapat disesuikan dengan
perundangan yang berlaku dinegara lokasi proyek.

/
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BAB X. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

X.1. Cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pengadaan Barang dan/atau Jasa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan/atau jasa
serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pengadaan barang dan jasa serta praktik yang
berlaku umum (best practice). Cara pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui :

1. Tender Umum, yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang diumumkan secara luas melalui media
masa atau media lainnya (media elektronik, website ADHI) guna memberi kesempatan kepada
Penyedia Barang dan/atau Jasa memenuhi kualifikasi dan seleksi rekanan untuk mengikuti tender
dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Penawar dari Penyedia Barang dan/atau
Jasa, untuk dapat dilakukan negosiasi, komparasi dan evaluasi, baik dari segi teknis maupun harga,
sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Tender Terbatas, yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas
yang diikuti oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) rekanan yang tercantum dalam Daftar Rekanan
Terseleksi ADHI sesuai dengan bidang usaha atau ruang lingkupnya atau kualifikasi
kemampuannya, dengan cara mengundang melalui surat resmi maupun aplikasi elektronik,
melakukan negosiasi, komparasi dan evaluasi baik dari segi teknis maupun harga, sehingga
diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Penunjukan Langsung, yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilakukan hanya terhadap 1
(satu) penyedia dengan cara melakukan pengecekan administrasi, klarifikasi dan negosiasi baik
dari segi teknis dan harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.

Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Penunjukan Langsung dapat dilakukan apabila

memenuhi minimal salah satu dari persyaratan sebagai berikut:

a. Barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat

ditunda keberadaannya (business critical asset).

b. Penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat dan aset strategis
perusahaan yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera.

¢. Penyedia Barang dan/atau Jasa dimaksud hanya satu-satunya yang dapat melaksanakan
pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan oleh pengguna (user requirement) atau sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan.

d. Bila pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dengan menggunakan cara tender umum
atau tender terbatas telah 2 (dua) kali dilakukan dan tidak mendapatkan Penyedia Barang
dan/atau Jasa yang dibutuhkan atau tidak ada pihak yang memenubhi kriteria atau tidak ada
pihak yang mengikuti tender.

e. Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi baru,
dan merupakan satu-satunya penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya.

f. Barang dan/atau Jasa yang bersifat knowledge intensive, dimana untuk penggunaan dan
memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia
Barang dan/atau Jasa tersebut.

g. Pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat
dipecah pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.
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h. Penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional (force
majeure).

i. Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau
pihak lain yang telah mendapat izin dari pemegang hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau
yang memiliki jaminan (warranty) dari Original Equipment Manufacture.

j.  Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang merupakan pembelian berulang (repeat order)
sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dan tidak mengorbankan kualitas.

k. Pengadaan Jasa yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi permasalahan
tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.

|.  Penyedia Barang dan Jasa adalah BUMN, Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan Terafiliasi
BUMN, sepanjang Barang dan Jasa dimaksud adalah merupakan produk atau layanan sesuai
dengan bidang usaha dari penyedia yang bersangkutan, dan sepanjang kualitas, harga dan
tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

m. Untuk pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pengadaan yang bersifat
umum.

n. Pengadaan Barang dan Jasa dalam jumiah tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

0. Pengadaan Jasa Pendidikan dan Pelatihan untuk karyawan ADHI kepada, dimana Penyedia
Jasa Pendidikan dan Pelatihan tersebut kompeten dan berpengalaman.

p. Penyedia Barang dan Jasa adalah Anak Perusahaan ADHI, Perusahaan Terafiliasi ADHI
dan/atau Koperasi ADHI sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat
dipertanggungjawabkan.

g. Pengadaaan Barang dan Jasa untuk belanja modal dalam jumlah dan nilai tertentu yang
ditetapkan Direksi dan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

r. Jasa Konsultan Hukum/Lawyer, Notaris, Jasa Konsultansi/Pelatihan, Jasa Konsultan Keuangan
dan Jasa konsultan lainnya yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi

permasalahan tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak dapat
ditunda.

s. Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan bersama BUMN lain untuk mendukung program
kementerian.

4. Pengadaan Langsung, yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilakukan melalui pembelian
terhadap barang dan/atau jasa yang terdapat di pasar termasuk dalam hal ini transaksi melalui
toko online atau jasa perorangan dan non perorangan, dengan berdasarkan harga pasar (market
price), antara lain:

a. E-Marketplace

Untuk pembelian kebutuhan proyek, kantor Unit Kerja Operasi dan Unit Kerja Penunjang Operasi

menggunakan platform elektronik seperti PaDI UMKM dan toko online lainnya, dengan batasan

transaksi dan persyaratan dokumen sebagai berikut:

i. PaDl UMKM: maksimal Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per transaksi termasuk pajak,
dengan persyaratan dokumen penagihan antara lain: berita acara serah terima barang atau
pekerjaan, Invoice/Kuitansi, Faktur Pajak (jika ada).

ii. Selain PaDl UMKM: maksimal Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per transaksi termasuk
pajak, dengan persyaratan dokumen penagihan antara lain: invoice, foto barang diterima dan
tracking pengiriman barang.
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b. Konvensional
Pengadaan Langsung yang dilakukan kepada perorangan, non perorangan atau melalui toko
konvensional menggunakan pembayaran non-tunai dapat dilakukan sesuai dengan batasan
kewenangan pengadaan sedangkan untuk pengadaan menggunakan pembayaran tunai dapat
dilakukan dengan nilai maksimal Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan persyaratan
dokumen penagihan antara lain: berita acara serah terima dan Invoice.

5. Penetapan Langsung yaitu Pengadaan Barang dan Jasa tertentu yang dilakukan melalui
penetapan langsung oleh Direksi, dimana proses negosiasi Teknik dan biaya menjadi kewenangan
Direksi. Pengadaan Barang dan Jasa tertentu tersebut meliputi:

a. Pengadaan Barang/Jasa yang memeriukan keahlian dan kekhususan spesifik, yaitu antara
lain termasuk tetapi tidak terbatas pada bidang hukum, keuangan/akuntansi, manajemen
usaha, Kesehatan, event organizer, serta pengadaan kendaraan dan/atau dengan
perlengkapan khusus .

b. Pengadaan Barang/lasa yang segera untuk menangkap peluang usaha yang dibatasi oleh
waktu yang apabila tidak segera dilaksanakan, maka Perusahaan akan berpotensi
mengalami kerugian dan/atau kehilangan peluang usaha tersebut, yaitu antara lain
termasuk tetapi tidak terbatas pada advis/nasehat/konsultansi usaha/bisnis
development/SBU;

¢.  Pengadaan Barang/Jasa hasil industri kreatif, yaitu antara lain termasuk tetapi tidak terbatas
pada karya seni/dekoratif, interior, pencitraan perusahaan, iklan, logo, produk-produk mode,
dan karya musik/mars perusahaan;

d. Pengadaan Barang/lasa dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pekerjaan Konstruksi;

e. Pengadaan Barang/lasa yang harus segera ditangani agar Pekerjaan Konstruksi tetap
beroperasi.

Tahapan dalam pelaksanaan pengadaan untuk masing masing cara pengadaan barang dan jasa
akan diatur dalam Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.

X.2. Media Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa, fungsi pengadaan dapat menggunakan
beberapa media/sarana pengadaan barang dan jasa, antara lain:
a. Konvensional; proses Pengadaan Barang dan Jasa tanpa melalui platform digital.
b. e-Procurement; proses pengadaan Barang dan Jasa melalui platform digital ADHI
c. e-marketplace; proses pengadaan Barang dan Jasa melalui external platform digital market
seperti Pasar Digital UMKM (PaDi UMKM) dan toko online lainnya.

X.3. Metode Pemasukan Penawaran
Metode Pemasukan penawaran dapat dilaksanakan dengan cara:

1. Metode 1 (Satu) Tahap dimana peserta tender menyampaikan dokumen penawaran
administrasi, teknis dan harga dalam waktu yang bersamaan.

2. Metode 2 (Dua) Tahap dimana peserta tender menyampaikan dokumen prakualifikasi yang
dapat berisi dokumen administrasi dan teknis pada tahap 1 (Satu) dan penawaran harga pada
tahap 2 (Dua). Peserta tender yang lolos evaluasi tahap 1 (Satu) dapat menyampaikan
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penawaran harga (tahap 2). Metode 2 (Dua) Tahap dapat digunakan pada paket pengadaan

yang bersifat kompleks.

Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud pada butir 2 adalah
pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan
teknologi atau keahlian tertentu, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit
mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan
Barang/Jasa.

X.4.  Metode Evaluasi Penawaran

Evaluasi dilakukan kepada peserta tender yang telah lolos seleksi administrasi dengan
membandingkan kesesuaian antara persyaratan dalam dokumen Tender dengan proposal penawaran
yang disampaikan oleh peserta Tender. Jika terdapat hal hal yang kurang jelas, fungsi pengadaan dapat
melakukan klarifikasi kepada peserta Tender atau meminta peserta Tender untuk menyampaikan
paparan atas proposal penawarannya. Jika dibutuhkan klarifikasi teknis, klarifikasi dapat dilakukan oleh
tim fungsi pengadaan bersama dengan pengguna barang dan jasa.

Dalam melakukan evaluasi, tim fungsi pengadaan dapat mempertimbangkan rekam jejak (track
record) Penyedia Barang dan Jasa pada vendor management system ADHI, pada BUMN lain, Instansi
Pemerintah dan daftar terpublikasi lainnya untuk menghindari penggunaan Penyedia Barang dan Jasa
yang masuk dalam daftar hitam (Black List).

Metode evaluasi penawaran dapat dilakukan dengan cara:
a. Harga Terendah

Metode evaluasi yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dimana harga menjadi dasar
penentuan pemenang diantara penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis
b. Merit Point System

Metode evaluasi yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang memperhitungkan
penilaian teknis dan harga berdasarkan bobot masing masing sebagai dasar penentuan pemenang.
Bobot teknis dan harga ditentukan oleh fungsi pengadaan.

Sebagai upaya menjaga kualitas, tender dengan metode evaluasi menggunakan merit point
system, pengguna barang dan jasa wajib menentukan kriteria wajib yang harus dipenuhi oleh peserta
tender (jika ada) dan menentukan passing grade teknis minimum yang harus dipenuhi oleh peserta
tender untuk dapat masuk ke tahap selanjutnya.

c. Total Cost of Ownership

Metode evaluasi yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang memperhitungkan faktor
umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan nilai sisa dalam jangka waktu
operasi tertentu.

X.5. Penetapan Pemenang Tender

Fungsi pengadaan, berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga akan mengusulkan
pemenang tender dan pemenang cadangan (jika diperlukan) kepada Project Manager/Project Director
atau Kepala Unit Kerja Operasi dan Kepala Unit Kerja Penunjang Operasi untuk mendapat persetujuan
sesuai dengan batas kewenangan pengadaan. Project Manager/Project Director atau Kepala Unit Kerja
Operasi dan Kepala Unit Kerja Penunjang Operasi dapat menetapkan lebih dari 1 pemenang Tender
jika dipandang perlu berdasarkan pertimbangan risiko dengan tetap menjaga GCG dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundangan yang berliaku.

/
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X.6. Sanggahan
Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (equal treatment) dalam
Pengadaan Barang dan lJasa, penyedia dapat melakukan sanggahan terhadap hasil tender dengan
ketentuan sebagai berikut:
1. Sanggahan dapat dilakukan dalam proses tender umum atau tender terbatas.
2. Sanggahan dilakukan oleh Penyedia Barang dan Jasa maksimal dalam jangka waktu 2 (dua) hari
kerja setelah pengumuman pemenang tender.
3. Kepala Unit Kerja terkait menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut maksimal 7 (tujuh)
hari kerja dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.
4. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Kepala unit kerja terkait melakukan evaluasi ulang
atau pemilihan penyedia ulang
5. Apabila sanggah dinyatakan tidak terbukti/ tidak diterima, maka:
a. Tim Pengadaan melanjutkan proses pemilihan
b. Jaminan sanggah disetorkan ke Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang Keuangan untuk
kemudian dicairkan
c. Proses sanggah menghentikan proses tender
6. Sanggah yang disampaikan bukan kepada fungsi pengadaan, atau disampaikan di luar masa
sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan
7. Ketentuan mengenai tata cara sanggahan akan diatur lebih detil dalam Dokumen Tender.

X.7.  Penetapan Penyedia Barang dan/atau Jasa

1. Penetapan Penyedia Barang dan/atau Jasa yang telah melalui tahapan seleksi pengadaan dapat
dilakukan kepada pemenang Tender segera setelah masa sanggah berakhir dengan menerbitkan
Surat Penetapan Penyedia Barang dan/atau Jasa atau menerbitkan kontrak yang ditandatangani
oleh Project Manager/Project Director atau Kepala Unit Kerja Operasi atau Kepala Unit Kerja
Penunjang Operasi sesuai batasan kewenangan pengadaan.

2. Penetapan Penyedia Barang dan/atau Jasa yang telah melalui tahapan pengadaan di Unit Kerja
Operasi atau Kepala Unit Kerja Penunjang Operasi dan terpilih sesuai Prosedur Pengadaan Barang
dan/atau Jasa pada saat ADHI mengikuti tahapan pra- tender dan tender paket pekerjaan (get the
Project) dapat dilakukan dengan menerbitkan Conditonal Letter of Intent (LOI) dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Penyedia Barang dan/atau Jasa yang menerima Conditional LOI akan diterbitkan Kontrak
Pengadaan Barang dan Jasa setelah ADHI ditetapkan sebagai pemenang tender paket
pekerjaan dan ADHI telah menandatangani kontrak bersama pemilik paket pekerjaan/Klien
serta persetujuan penggunaan produk/layanan oleh Klien (jika diperlukan)

b. Conditional LOI dapat diberikan kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa sebagai bagian dari
strategi pemenangan tender dengan terlebih dahulu mengajukan kepada Direktur yang
membidangi Unit Kerja Operasi untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan strategi
pemenangan.
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BAB XI. KEWENANGAN PENGADAAN DAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN

Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa harus mengindahkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan Tata Kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), serta
prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis. Kewenangan Pengadaan dan
Penandatangan Kontrak meliputi:

a. Pengadaan Barang dan Jasa Kebutuhan Proyek

b. Pengadaan Barang dan Jasa Kebutuhan Kantor Unit Kerja Operasi

¢. Pengadaan Barang dan Jasa Kebutuhan Kantor Unit Kerja Penunjang Operasi
d. Pengadaan Aset tetap dan Extra comptable

Pada pengadaan barang dan jasa menggunakan mata uang selain Rupiah, ketentuan nilai pada tata
kelola ini dapat disetarakan dengan mata uang negara lain yang ditentukan pada dokumen pengadaan.

Xl.1. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Kebutuhan Proyek

Pengadaan barang dan/atau jasa kebutuhan proyek terdiri dari Barang dan/atau Jasa strategis dan
non strategis. Pengadaan barang dan/atau jasa strategis dilakukan oleh Fungsi Pengadaan Strategis
Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang SCM melalui kontrak payung maupun kontrak non-payung/spot.
Pengadaan Barang dan Jasa non-strategis dilakukan oleh Fungsi Pengadaan Operasi (infrastruktur,
Gedung, Energi dan Industrial serta Perkeretaapian) Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang SCM dan
Fungsi Pengadaan Proyek sesuai dengan batasan kewenangannya.

1. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Strategis melalui Kontrak Payung

a. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Strategis melalui kontrak payung dilakukan oleh Fungsi
Pengadaan Strategis Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang SCM berdasarkan laporan kebutuhan
Barang dan/atau Jasa proyek terkonsolidasi secara korporat. Jika terdapat kendala penyerapan
kontrak payung termasuk diantaranya adanya kebutuhan spesifikasi/approve manufacture list
klien yang tidak ada pada kontrak payung, dapat dikoordinasikan dengan Fungsi Pengadaan
Strategis Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang SCM untuk dilakukan pembelian dengan harga
spot (Harga pasar yang telah melalui klarifikasi dan negosiasi).

b. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Strategis melalui Kontrak Non-Payung/Spot dilakukan oleh
Fungsi Pengadaan Strategis Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang SCM berdasarkan Bon
Permintaan yang dibuat oleh tim proyek (dilengkapi dengan approved Purchase request) dan
disetujui Kepala unit Kerja Operasi.

2. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Non-Strategis

Pengadaan Barang dan Jasa Non-Strategis dilakukan oleh Fungsi Pengadaan Operasi Unit Kerja
Penunjang Operasi Bidang SCM atau Procurement proyek sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
Bon Permintaan yang dibuat oleh tim proyek (dilengkapi dengan approved Purchase request) dan
disetujui Kepala unit Kerja Operasi atau Project Manager sesuai kewenangannya.
Kewenangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Kebutuhan Proyek diatur pada Lampiran 1.1.

X1.2. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Kebutuhan Kantor Unit Kerja Operasi

Pengadaan kebutuhan Barang dan/atau Jasa pendukung kegitatan operasional Kantor Unit Kerja
Operasi dilaksanakan oleh Fungsi Pengadaan Strategis Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang SCM
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berdasarkan Bon Permintaan yang dibuat oleh Unit Kerja Operasi (dilengkapi dengan approved
purchase request) dan disetujui oleh Kepala Unit Kerja Operasi.

Pengadaan kebutuhan Barang dan/atau Jasa pendukung kegiatan operasional Kantor Unit Kerja
Operasi yang dimaksud tidak termasuk kebutuhan umum/General Affair diantaranya namun tidak
terbatas pada catering, sewa kendaraan operasional, pemeliharaan kantor, tiket dan akomodasi,
perjalanan dinas, tenaga outsource, alat tulis kantor dan alat kantor lainnya (office supplies).

Kewenangan pengadaan Barang dan/atau Jasa kebutuhan kantor Unit Kerja Operasi diatur pada
Lampiran 1.3.

XI.3. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Kebutuhan Kantor Unit Kerja Penunjang Operasi

Pengadaan kebutuhan Barang dan/atau Jasa yang ada di Kantor Unit Kerja Penunjang Operasi
dilaksanakan oleh Fungsi Pengadaan Strategis Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang SCM berdasarkan
Purchase request (PR) yang dibuat oleh Unit Kerja Penunjang Operasi melalui SAP.

Pengadaan kebutuhan Barang dan Jasa Kantor Unit Kerja Penunjang Operasi yang dimaksud tidak
termasuk pengadaan dibawah ini:

a. Kebutuhan umum/General Affair diantaranya namun tidak terbatas pada katering, pemeliharaan
kantor, sewa kendaraan operasional, tiket dan akomodasi perjalanan dinas, tenaga outsource, alat tulis
kantor dan alat kantor lainnya (office supplies);

b. Kebutuhan terkait pengurusan perijinan usaha perusahaan serta pemenuhan administrasi
perolehan pekerjaan/ kontrak ;

¢. Kebutuhan terkait peningkatan kompetensi pegawai;

Kewenangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa kebutuhan kantor Unit Kerja Penunjang Operasi
diatur pada Lampiran 1.4.

Xl.4. Pengadaan Aset Tetap dan Extra Comptable
Pengadaan aset tetap dilaksanakan berdasarkan perencanaan Aset dan ijin pengadaan yang tata
caranya diatur dalam Tata Kelola Manajemen Aset.

Pengadaan aset sebagaimana dijelaskan diatas, wajib dilakukan atas nama perusahaan dan bukan atas
nama pribadi atau perorangan.

Kewenangan Pengadaan Aset Tetap dan Extra Comptable diatur pada Lampiran 1.5.

/
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BAB XII. PERJANJIAN DAN PENGELOLAAN PERJANJIAN

Xll.1. Bentuk Perjanjian

Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa dituangkan dalam perjanjian yang memuat hak dan
kewajiban para pihak secara jelas atau bentuk perikatan lain antara Pengguna dan Penyedia barang
dan Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk perikatan lain yang
dimaksud termasuk perikatan dalam bentuk elektronik. Kontrak atau perjanjian yang dibuat harus
memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Tata Kelola Perusahaan yang baik serta prinsip
kehati hatian dalam pengambilan Keputusan (business judgement rule). Segera setelah dilakukan
Penetapan penyedia barang dan jasa, fungsi pengendalian bersama dengan tim kontrak dan
risiko/legal (jika diperlukan), menyiapkan dan memfinalisasi dokumen perjanjian untuk ditandatangani
para pihak. Pengelolaan atas kontrak dilakukan oleh pengguna barang dan jasa. Bentuk
kontrak/perjanjian dapat berupa:

Nilai Transaksi

(termasuk Pajak)

Pengadaan Bentuk Perjanjian

(Rp)

<20 Juta Bukti pembelian/nota/Kuitansi/Purchase Order (PO)
1 Barang
- Purchase Order (PO) untuk Barang Mass Product/ MTS
> 20 Juta
- Surat Perjanjian untuk Barang MTO/ETO
Jasa/Gabungan Barang dan <500 Juta Surat Perjanjian Sederhana
2 J
asa
> 500 Juta Surat Perjanjian Subkontrak/Kerja sama
3 Asuransi (CAR dan Lainnya) Semua Nilai Surat Perjanjian dan/atau Paolis Asuransi

Tabel Xli-I Bentuk Perjanjian

Selain dari bentuk kontrak/perjanjian diatas, perjanjian dapat pula berupa surat
penawaran/konfirmasi order atau bentuk lain yang disepakati oleh para pihak. Jika dalam perjalanan
kontrak terdapat perubahan atas kondisi dalam kontrak, maka dapat dilakukan perubahan dan
dituangkan dalam amandemen kontrak.

Pada pengadaan barang dan jasa menggunakan mata uang selain Rupiah, ketentuan nilai diatas
dapat di setarakan dengan mata uang negara lain yang ditentukan pada dokumen pengadaan.
Template Kontrak/Perjanjian diatur dalam Prosedur Pembuatan dan Pengelolaan Kontrak

Xll.2. Perubahan atas Kontrak
Dalam pelaksanaan kontrak dimungkinkan terjadi perubahan kondisi kontrak yang dapat

diakibatkan perubahan lingkup pekerjaan, kondisi lapangan, perubahan regulasi atau faktor lain yang
tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, diperlukan batasan dan mekanisme persetujuan yang
terstruktur untuk mencegah pembengkakan biaya dan potensi penyimpangan.
1. Prinsip Perubahan atas Kontrak /Perjanjian

Secara prinsip, perubahan atas nilai dan kondisi kontrak hanya dapat dilakukan apabila:

a. Memiliki justifikasi teknis dan/atau komersial yang jelas

b. Tidak mengubah tujuan utama kontrak secara signifikan

c. Tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku
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Setiap perubahan wajib dituangkan dalam amandemen kontrak yang ditandatangani para pihak.
2. Batasan Perubahan Nilai Kontrak

Batasan perubahan nilai kontrak diatur sebagai berikut:

a. Batas Maksimum Perubahan Nilai Kontrak

I Pada kontrak pengadaan barang dan jasa yang didanai oleh pemerintah (APBN/APBD), Total
kumulatif perubahan nilai kontrak (penambahan) dibatasi maksimal 10% dari nilai kontrak
awal.

Il Pada kontrak pengadaan barang dan jasa yang didanai oleh anggaran Non-APBD/ APBN,
Total kumulatif perubahan nilai kontrak (penambahan) dibatasi maksimal 30% dari nilai
kontrak awal dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain:

a. Pekerjaan lanjutan pada kontrak design & build (antara kontraktor & owner)
merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah dari pekerjaan yang sudah
dilaksanakan sebelumnya.

b. Pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak
dapat dipecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

b. Perubahan diatas Nilai Maksimum

Perubahan nilai kontrak pengadaan barang dan jasa yang melebihi batas maksimum perubahan

nilai kontrak hanya dapat dilakukan apabila:

I.  Dilengkapi dengan justifikasi teknis dan komersial yang kuat; dan

Il.  Mendapatkan persetujuan Pejabat berwenang yang lebih tinggi dari kontrak awal

c. Pengurangan Nilai Kontrak

Pengurangan nilai kontrak dapat dilakukan tanpa batas maksimum sepanjang didukung justifikasi

yang sah dan disetujui pejabat berwenang.

XIl.3. Permintaan Berulang (Repeat Order)
Permintaan berulang (repeat order) dapat dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa yang

dilakukan menggunakan metode Penunjukan Langsung dan Tender dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penunjukan Langsung
Repeat Order dapat dilakukan selama ruang lingkup pekerjaan sama dengan pekerjaan
sebelumnya. Batasan pekerjaan pada Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order)
dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam rentang waktu maksimal tiga (3) tahun sejak kontrak
pertama ditandatangani.

b. Tender
Repeat Order dapat dilakukan berdasarkan analisa komparasi pada pengadaan barang dan jasa
sebelumnya dengan masa berlaku komparasi satu (1) tahun sejak ditandatanganinya kontrak
pertama. Ketentuan permintaan berulang yang lebih dari satu tahun harus disertakan dengan
tambahan komparasi harga pasar pada tahun tersebut. Jika terdapat item pekerjaan baru/berbeda
maka negosiasi berdasarkan harga pasar harus dilakukan.

¢. Repeat order dapat dilakukan untuk proyek yang berbeda selama memenuhi kriteria sebagai
berikut:
1. Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh Unit Kerja Penunjang Operasi SCM;
2. Harga berlaku untuk pengadaan barang dengan point of delivery Loco/ exwork pabrik atau
point of delivery yang sama.
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BAB Xill. PENGADAAN JANGKA PANJANG
Dalam rangka meningkatkan efiensi dan keuntungan bagi perusahaan, pengadaan barang dan jasa

dapat dilakukan dalam jangka panjang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang dilakukan antara lain untuk pekerjaan yang:

a. penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;

b. memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran;

c. memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran dan paling lama 5 (lima) tahun anggaran, berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh
Direksi.

d. memerlukan investasi jangka panjang; atau

e. bersifat rutin yang harus tersedia di awal tahun.

2. Pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat
membuat formula penyesuaian harga (price adjustment) tertentu baik untuk kenaikan maupun
penurunan untuk mendapatkan harga wajar yang disesuaikan dengan antara lain:

a. praktik yang berlaku umum (best practice);

b. kondisi pasar; dan/atau

c. fluktuasi harga bahan baku/bakar.

Dalam hal penyesuaian harga untuk Pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang sebagaimana

dimaksud pada butir 1 a untuk kebutuhan proyek, dapat diterapkan dengan tetap mempertimbangkan

ketentuan kontraktual pemilik proyek/klien (back to back).
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BAB XIV. PENGADAAN BERKELANJUTAN

Pengadaan berkelanjutan (sustainable procurement) adalah praktek pengadaan barang dan jasa
yang tidak hanya fokus pada harga dan kualitas. Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan
mempertimbangkan aspek keberlanjutan yang mengacu pada People (manusia/sosial), Planet
(lingkungan), dan Profit (keuntungan/ekonomi), yang dikenal juga sebagai Triple Bottom Line. Konsep
ini menekankan bahwa sebuah bisnis atau organisasi yang berkelanjutan harus menyeimbangkan
kesuksesan finansial dengan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan untuk mencapai
pertumbuhan dan dampak positif jangka panjang.

a. People (Manusia/Sosial): Aspek ini berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap
masyarakat dan karyawan mencakup perlakuan yang adil, kesejahteraan, keamanan, dan kondisi
kerja yang baik bagi semua pemangku kepentingan, serta kontribusi positif terhadap komunitas di
sekitarnya. Dalam praktik pengadaan mengutamakan UMKM dan menekankan komitmen tidak
menggunakan tenaga kerja dibawah umur, pekerja paksa, perdagangan manusia (Human Traffiking)
serta pemanfaatan tenaga kerja terampil lokal kepada rekanan penyedia dengan tanpa
mengorbankan kualitas hasil akhir. Selain itu perusahaan juga memastikan penerapan jam kerja
maskimum yang wajar, memberikan upah minimum yang layak, menjamin kesehatan dan
keselamatan kerja, menerapkan prinsip non-diskriminasi, serta memastikan kondisi hidup yang
layak bagi seluruh pekerja.

b. Planet (Lingkungan): Aspek Planet merujuk pada kewajiban untuk melindungi dan melestarikan
lingkungan alam. Bisnis harus meminimalkan dampak negatif terhadap planet dengan mengadopsi
praktik yang ramah lingkungan. Ini termasuk penggunaan sumber daya yang efisien, pengurangan
limbah, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Misalnya, memilih pemasok yang menggunakan
energi terbarukan atau meminimalkan penggunaan bahan berbahaya dalam produk mereka,
mengurangi polusi, menghemat energi (efisiensi energi), dan mengelola sumber daya secara
berkelanjutan. Pengadaan berkelanjutan harus mengutamakan penggunaan bahan baku yang
dapat diperbaharui (renewable), mengurangi penggunaan produk yang dapat menghasilkan limbah
(reduce), material yang dapat digunakan kembali (reuse), penggunaan material yang dapat diolah
kembali {recycle), membeli produk sesuai kebutuhan (relevant), memperbaiki produk yang masih
dapat digunakan dengan tetap menjaga kualitas hasil akhir (Repair)

c. Profit (Keuntungan/Ekonomi): Aspek ini berfokus pada kelangsungan finansial perusahaan dalam
jangka panjang. Meskipun keuntungan tetap penting, Profit dalam kerangka ini tidak hanya tentang
memaksimalkan laba, tetapi juga tentang membangun model bisnis yang berkelanjutan dan etis.

Ketiga pilar ini harus terintegrasi untuk menciptakan keberlanjutan sejati, di mana bisnis mampu
tumbuh secara ekonomi sambil tetap bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan.

XIV.1. Penerapan Pengadaan Berkelanjutan
Pengadaan berkelanjutan wajib diterapkan jika menjadi syarat pemenuhan kontrak oleh pemberi
kerja. Pengadaan berkelanjutan dapat diterapkan pada proyek lain dengan tetap mempertimbangkan
dampaknya terhadap biaya pengadaan proyek dan terhadap daya saing perusahaan. Penerapan
pengadaan berkelanjutan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
A. Tender Umum dan Terbatas
- Dalam proses pengadaan Tender Umum dan Terbatas dapat mewajibkan syarat
pemenuhan dokumen administrasi seperti:
a. Sertifikat lingkungan 1SO 14001 / Kebijakan ESG / Kebijakan Lingkungan / Sejenis
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b. Bukti kepatuhan terhadap regulasi atau perundang-undangan yang berlaku (AMDAL,
UKL-UPL, ijin limbah B3, dll)

c. Komitmen ESG (Environment, Social, Governance) termasuk didalamnya larangan
penggunaan tenaga kerja dibawah umur, pekerja paksa dan perdagangan manusia
(human trafficking), serta penggunaan material atau bahan baku ramah lingkungan
dalam proses produksinya.

d. Penggunaan material lokal atau material yang mempunyai nilai TKDN minimal 40%
atau yang terbesar

- Persyaratan penerapan ESG (Environment, Social, Governance) dapat pula dimasukkan
menjadi kriteria dalam penilaian teknis yang dapat meliputi:

a. Implementasi Program ESG (laporan jejak karbon, pengurangan emisi, penggunaan
energi terbarukan atau program efisiensi energi)

b. Rencana penggunaan material/ teknologi ramah lingkungan
Program pemberdayaan tenaga kerja lokal dan UMKM
lainnya yang relevan

B. Penunjukan Langsung
- Dalam proses pengadaan penunjukan langsung dapat memilih penyedia yang telah
terbukti memiliki komitmen atau yang telah mengimplementasikan program ESG yang
dapat dibuktikan dengan pemenuhan dokumen administrasi seperti:

a. Sertifikat lingkungan 1SO 14001 / Kebijakan ESG / Kebijakan Lingkungan / Sejenis

b. Bukti kepatuhan terhadap regulasi atau perundang-undangan yang berlaku (AMDAL,
UKL-UPL, ijin limbah B3, dll)

c. Komitmen ESG (Environment, Social, Governance) termasuk didalamnya larangan
penggunaan pekerja anak, pekerja paksa dan perdagangan manusia (human
trafficking), serta penggunaan material atau bahan baku ramah lingkungan dalam
proses produksinya.

d. Penggunaan material lokal atau material yang mempunyai nilai TKDN minimal 40%
atau yang terbesar

e. Implementasi Program ESG (laporan jejak karbon, pengurangan emisi, penggunaan
energi terbarukan atau program efisiensi energi)

f. Program pemberdayaan tenaga kerja lokal dan UMKM

g. lainnya yang relevan
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BAB XV. PENGADAAN IMPORT

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan proyek yang tidak dapat dipenuhi oleh produsen dalam
negeri atau disyaratkan oleh pemberi kerja/klien, ADHI dapat melakukan pengadaan melalui import.
Unit Kerja Operasi wajib menyampaikan rencana import barang kepada Unit Kerja Penunjang Operasi
Bidang SCM untuk dapat menggunakan ijin import Perusahaan.

Pelaksanakan proses pemilihan penyedia untuk jasa pengiriman barang/forwarder pengadaan
import dilakukan oleh Fungsi Pengadaan Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang SCM. Selanjutnya, Unit
Kerja Operasi menyampaikan salinan dokumen import kepada Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang
SCM sebagai dasar pembuatan surat kuasa dan dokumen lain yang dibutuhkan untuk proses
kepabeanan. Salinan Dokumen import yang harus disiapkan terdiri dari:

1. Billof Lading (BL)
2. Packing List
3. Invoice
4, Country of Origin (COO) dan dokuman lainnya (jika diperlukan)
Tahapan proses pengadaan import diatur lebih lanjut pada Prosedur Pengadaan Material Import
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BAB XVI. PELAPORAN KEPADA DEWAN KOMISARIS

Sebagai bagian dari penerapan dari prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik (GCG) maka perlu
dilakukan langkah langkah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa dilakukan oleh panitia/tim pengadaan atau pejabat
pengadaan yang memenuhi syarat

b. Panitia /tim pengadaan dan pejabat pengadaan wajib menandatangani pakta integritas
Direksi melaporkan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas proses dan hasil Pengadaan
Barang dan Jasa tertentu yang bersifat substansial {bukan bersifat rutin)

d. Pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin) sebagaimana
dimaksud pada butir ¢, ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kategori nilai pengadaan >250M
2. Impact kepada kinerja/sasaran jangka panjang perusahaan

/
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BAB XVII. EXPEDITING, LOGISTIK DAN INVENTORY MANAGEMENT

Kegiatan Expediting, Logistik dan inventory management berperan penting untuk memastikan
proses konstruksi dapat berjalan secara efektif, tepat waktu, dan terkendali. Pengelolaannya dilakukan
oleh Fungsi Pengadaan Proyek, Fungsi Logistik/Gudang dibawah kendali Project Manager/Project
Director Pengelolaan logistik dan inventory meliputi kegiatan:

Monitoring dan Expediting
Perencanaan Pergudangan
Penerimaan material/barang
Pengeluaran material/barang
Pengelolaan Pergudangan
Transfer stok

o o e NS ES

XVIil.1. Monitoring dan Expediting

Monitoring dan Expediting dilaksanakan setelah penerbitan subkontrak/Purchase Order (PO)
untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan oleh vendor/subkontraktor berjalan sesuai jadwal dan
ketentuan subkontrak. Monitoring dan Expediting dilakukan melalui pemantauan progres dan
pelaporan secara berkala. Proses Expediting dapat dilakukan dengan cara diantaranya :

- Desk Expediting (Komunikasi melalui email , telefon dan media komunikasi lainnya)

- Field Expediting {Pengecekan on the spot ke workshop/kantor vendor secara berkala)

- Residen Expediting (menempatkan perwakilan perusahaan di workshop/ kantor vendor)
Aktivitas monitoring dan Expediting dikoordinir oleh pengendalian proyek melibatkan pihak pihak
terkait meliputi fungsi engineering, fungsi pengadaan, fungsi quality control dan fungsi terkait lainnya.
Dalam hal teridentifikasi potensi keterlambatan, dilakukan tindaklanjut berupa koordinasi percepatan
dan tindak lanjut lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil monitoring dan Expediting menjadi
dasar konfirmasi rencana pengiriman serta koordinasi dengan fungsi logistik persiapan penerimaan
barang.

XVIl.2. Perencanaan Pergudangan
Sebelum proyek dimulai, fungsi logistik/ pergudangan bersama dengan fungsi konstruksi dan
HSE perlu membuat perencanaan pergudangan dengan mempertimbangkan hal hal termasuk namun
tidak terbatas pada:
1. Lokasi didalam/ dekat dengan proyek
2. Kapasitas dan layout gudang mempertimbangkan estimasi jumlah, dimensi, berat material,
penempatan material, jarak aman manuver alat angkut dan alat angkat serta area loading-
unloading serta receiving
3. Akses serta flow keluar masuk armada
4. Kecepatan pencarian dan pengambilan material termasuk alat angkut dan alat angkat yang
dibutuhkan
Rencana pengamanan gudang termasuk pengaturan area bebas dan area terbatas
Jenis Material yang membutubkan penggunaan khusus

XVIL.3. Penerimaan Material/Barang
Sebelum Proses penerimaan material/barang dimulai dengan proses persiapan dimana diperlukan

komunikasi yang baik antara vendor, fungsi pengadaan dan fungsi gudang untuk mangatur jadwal
pengiriman, mempersiapkan area gudang berikut alat angkut maupun alat angkatnya. Fungsi gudang
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bertanggung jawab untuk mengatur dan memastikan alur masuk dan keluar armada/kendaraan diarea
gudang berjalan dengan lancar serta mempertimbangkan dampak lingkungan atas aktivitas
transportasi dan penerimaan material/barang.

Pada proses penerimaan material, fungsi gudang bersama dengan fungsi quality control {jika
diperlukan) bertanggung jawab untuk memastikan jumlah dan kondisi material/barang yang diterima
sesuai dengan kondisi yang diperjanjikan dalam kontrak.

XVIl.4. Pengeluaran Material/Barang

Pengeluaran material/barang dari gudang dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Fungsi
Konstruksi Proyek atau Project Manager/Project Director. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk
memastikan kondisi serta jumlah material/barang yang dikeluarkan atau diterima oleh pengguna
sesuai dengan yang disetujui oleh Kepala Fungsi Konstruksi atau Project Manager/Project Director.
Apabila kuantitas yang diminta tidak tersedia, fungsi gudang dapat menginformasikan ke bagian
pengadaan untuk pelacakan pesanan atau jika belum dilakukan pemesanan, maka fungsi gudang akan
menyampaikan status tersebut kepada pengguna untuk menyampaikan permintaan pengadaan
kepada fungsi pengadaan.

Pengiriman material dari gudang ke lokasi proyek dapat dilakukan oleh fungsi gudang atau
dilakukan oleh subkontraktor/mandor. Dalam hal serah terima material kepada subkontraktor/mandor
dilakukan di gudang, maka tanggung jawab tim gudang sampai dengan material/barang diserah
terimakan di gudang. Dalam hal serah terima material kepada subkontraktor/mandor diserah
terimakan di lokasi proyek, maka tanggung jawab pengiriman dari gudang ke lokasi proyek termasuk
keamanannya menjadi tanggung jawab fungsi gudang. Apabila dalam pemakaian material/barang
terdapat sisa, maka sisa tersebut harus segera dikembalikan ke gudang.

Setiap pengiriman dari gudang ke lokasi proyek yang dilakukan oleh fungsi gudang maupun
subkontraktor/mandor wajib mempertimbangkan dampak lingkungan secara keseluruhan dengan
mengoptimalkan penggunaan armada/alat angkat dan alat angkut melalui pengaturan rute, kebijakan
full truck load, menghindari penumpukan armada di lokasi proyek serta perencanaan kebutuhan
material yang baik.

XVIL.5. Pengembalian Material Sisa

Fungsi gudang secara berkala berkoordinasi dengan fungsi konstruksi untuk melakukan
pengecekan atas material yang tidak terpakai dilapangan. Material yang tidak terpakai dilapangan
berupa material sisa yang masih dapat digunakan kembali, wajib dikembalikan ke gudang dan
dilakukan pencatatan penerimaan material kembali (return material). Fungsi gudang berkoordinasi
dengan fungsi konstruksi untuk mengoptimalkan penggunaan material sisa dalam pemenuhan
permintaan material konstruksi dengan tetap mengutamakan kualitas hasil konstruksi. Fungsi gudang
wajib untuk melakukan pencatatan atas pengeluaran material return.

Pencatatan penerimaan dan pengeluaran material return diatur pada Prosedur Expediting dan
Pergudangan

XVIL.6. Pengelolaan Pergudangan

Dalam pengelolaan gudang, tim gudang perlu memastikan pelayanan pergudangan dapat
dilakukan secara efektif dan efisien, meminimalisir aktifitas yang menambah biaya (cost added) dan
meningkatkan aktivitas yang dapat menambah manfaat (value added) salah satunya dengan
melakukan pengaturan tata letak yang baik mempertimbangkan:
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kemudahan proses penerimaan dan pengecekan material/barang (receiving)

kemudahan proses penyimpanan (storing)

kemudahan proses identifikasi material (/abeling)

kemudahan proses pengambilan material (order picking) dengan prinsip first-in-first-out {FIFO)

o n oo

XVIl.7. Penerapan Prinsip 5SR
Untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik, fungsi gudang wajib menerapkan prinsip 5R

dalam aktivitas sehari hari meliputi:

a. Ringkas, menyingkirkan barang barang yang tidak diperlukan sehingga segala barang yang ada di
lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja

b. Rapi, membenahi tata letak tempat penyimpanan sesuai dengan jenis dan ukuran serta
mempertimbangkan akses yang memadai untuk menghindari waktu yang terbuang dalam proses
order picking

c. Resik, melaksakan kegiatan pembersihan secara harian dan setelah aktivitas bongkar muat baik di
area gudang maupun fasilitas pergudangan lainya.

d. Rawat, berupaya mempertahankan aspek ringkas, rapi, resik

e. Rajin, melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab, menjaga disiplin waktu dan disiplin dalam
pencatatan sehingga menjadi budaya dan kebiasaan

XVII.8. Pencatatan dan Opname Stok

Pada setiap aktivitas penerimaan dan pengeluaran barang, fungsi gudang wajib mencatat pada
form penerimaan dan pengeluaran material/barang, dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa
surat jalan. Berdasarkan dokumen penerimaan dan pengeluaran material/barang, dilakukan
pencatatan data kedalam SAP modul Material Management (MM) pada fitur Goods Receipt (GR) dan
Goods Issued (Gl).

Secara berkala fungsi gudang melakukan opname stok untuk memastikan jumiah stok fisik sesuai
dengan data stok yang dilaporkan. Dalam melaksanakan opname stok, fungsi gudang melibatkan
fungsi keuangan/akutansi proyek dan dituangkan dalam berita acara opname stok. Jika dalam proses
opname stok terdapat selisih antara perhitungan fisik barang dengan data stok pada sistem, maka
wajib dituangkan dalam berita acara stok opname untuk ditindaklanjuti oleh management proyek.

XVII.9. Keamanan Gudang

Fungsi gudang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan gudang yang meliputi aman dari
potensi kehilangan, kerusakan maupun penurunan kualitas material/barang yang disimpan,
kecelakaan kerja, kesehatan pekerja dan lindung lingkungan. Dalam memastikan keamanan tersebut,
fungsi gudang dapat berkerjasama dengan fungsi QHSE proyek, melakukan pengecekan secara berkala
serta memperhatikan prosedur penyimpanan barang/material dari manufacture.

Tim Logistik bersama dengan QC dan QHSE memastikan penerapan security system, termasuk
mekanisme penanganan insiden keamanan seperti pencurian, manipulasi atau perubahan tanpa
otorisasi (tampering), pengalihan tidak sah (diversion), pemalsuan dokumen, atau akses oleh pihak
yang tidak berwenang harus dilaporkan dan dicatat dalam Security Incident Log. Barang yang
terindikasi insiden keamanan dikendalikan sesuai dengan Prosedur yang berlaku.

Tahapan proses penerimaan, pengeluaran serta pengelolaan pergudangan termasuk aspek security
system diatur dalam prosedur Prosedur Expediting dan Pengelolaan Pergudangan.
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XVI1.10.Transfer Stok
Transfer stok atau perpindahan persediaan dapat dilakukan antar proyek baik dalam Unit Kerja dan

Direktorat yang sama maupun antar proyek dalam Unit Kerja dan Direktorat yang berbeda berdasarkan
kebutuhan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Unit Kerja Operasi memiliki hak untuk melakukan transfer stok antar proyek dalam Unit
Kerja Operasi yang sama mempertimbangkan urgensi kebutuhan antar proyek.

b. Proyek penerima transfer stok harus menerima konsekuensi biaya/harga barang sesuai nilai stok
yang ditransfer.

c. Transfer stok antar Unit Kerja Operasi dapat dilakukan atas kesepakatan Kepala Unit Kerja Operasi
terkait dan persetujuan Kepala Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang Pengendali Operasi serta
diketahui oleh Kepala Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang SCM

d. Transfer stok pada SAP dilakukan oleh fungsi sistem dan strategi SCM berdasarkan persetujuan
Kepala Unit Kerja Operasi dan Kepala Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang Pengendali Operasi serta
diketahui oleh Kepala Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang SCM

e. Jika dibutuhkan Transfer stok antar Proyek NJO dan Projek JO maka dapat dilakukan dengan
mekanisme Jual-Beli.

Fungsi System & Strategi SCM secara berkala dapat melakukan analisa pada data inventory SAP.
Kepala Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang SCM dapat melakukan klarifikasi dan mengusulkan
dilakukannya transfer stok kepada Kepala Unit Kerja Operasi.

Tahapan proses transfer stok diatur pada prosedur Transfer Stok

XVII.11.Sisa Bahan Akhir Proyek

Pada akhir proyek, dilakukan opname sisa bahan akhir proyek. Jika tidak memungkinkan untuk
dilakukan transfer stok atas sisa bahan akhir proyek, maka dilakukan penghapus bukuan yang
dilakukan mengacu pada prosedur aset extracomptable. Dalam hal disepakati dalam Kontrak sisa
bahan akhir proyek menjadi milik pemberi kerja/ Klien, maka stok opname dilengkapi dengan Berita
Acara serah terima dengan pemberi kerja/Klien.
Tim proyek wajib memastikan sisa bahan pada SAP dalam posisi nol (0) sebelum dilakukan penutupan
proyek.
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BAB XVIIl. PENGADAAN KEBUTUHAN PROYEK KSO

Proyek KSO dengan ADHI sebagai Leader dan Proyek KSO Separated yang telah mendapatkan
nomer Proyek harus menuangkan kesepakatan dalam KSO Agreement dimana proses pengadaan
barang dan jasanya dilakukan sesuai Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa PT ADH! KARYA (Persero)
Tbk serta keterlibatan fungsi pengadaan Unit Kerja Penunjang Operasi Bidang SCM pada proses
Pengadaan barang dan jasa.

XVIIl.1. Pengadaan Barang dan Jasa Strategis dan Non-Strategis Proyek KSO
Pengadaan Barang dan Jasa strategis dan non-strategis melalui kontrak payung dan non-

payung/spot dilakukan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau Fungsi Pengadaan Proyek sesuai
dengan kewenangannya dengan melibatkan Fungsi Pengadaan Unit Kerja Penunjang Operasi SCM
sebagaimana tertuang pada lampiran 1.2.

XVIi.2. Proyek KSO Separated

Pengadaan Barang dan Jasa Usaha atau kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh
ADHI dalam bentuk KSO Separated baik sebagai leader maupun member berlaku kebijakan dan
ketentuan pada Tata Kelola ini. Dalam hal lokasi proyek berada diluar negeri, dapat dilakukan
penyesuaian berdasarkan perundangan dan praktik bisnis yang berlaku umum (best practice} di negara
lokasi proyek tersebut serta dituangkan dalam Tata Kelola atau prosedur KSO dan ditandatangani oleh
Organisasi Tertinggi dalam Perjanjian KSO.

XVII1.3. Proyek KSO Integrated

Pengadaan Barang dan Jasa Usaha atau kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh
ADHI dalam bentuk KSO integrated dimana ADHI sebagai Leader, kebijakan dan tata cara pengadaan
mengacu pada Tata Kelola dan prosedur ADHI. Dalam hal lokasi proyek berada diluar negeri, dapat
dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan perundanganan serta praktek bisnis yang berlaku
umum (best practice) di negara lokasi proyek serta dituangkan dalam Tata Kelola atau prosedur KSO
dan ditandatangani oleh Organisasi Tertinggi dalam Perjanjian KSO.

Pengadaan Barang dan Jasa Usaha atau kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh
ADHI dalam bentuk KSO integrated dimana ADHI sebagai Member, dapat mengusulkan Tata Kelola
ADHI sebagai acuan kebijakan dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan atas kesepakatan
Organisasi Tertinggi dalam Perjanjian KSO selama tidak bertentangan dengan peraturan
perundanganan serta praktek bisnis yang berlaku umum (best practice) di Indonesia dan/atau berlaku
di negara lokasi proyek.
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BAB XIX. PENUTUP

1. Pemberlakuan Tata Kelola Supply Chain Management ini bagi Anak Perusahaan ADHI/Perusahaan
terafiliasi ADHI dapat dikukuhkan melalui ratifikasi dalam RUPS Anak Perusahaan.

2. Direksi melalui Surat Keputusan Direksi yang disetujui oleh seluruh anggota BOD, dapat
mengesampingkan/mengatur lain diluar Tata Kelola Supply Chain Management ini apabila ada
kebutuhan/kondisi tertentu yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan usaha Perusahaan.

3. Dengan ditetapkannya Tata Kelola Supply Chain Management ini, maka Manual Pengadaan Barang
dan Jasa sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

4. Dalam hal pengadaan barang dan jasa dilakukan sebelum perubahan Tata Kelola Supply Chain
Management ini, tetap dinyatakan sah dan berlaku sampai dengan selesainya proses pengadaan
barang dan jasa tersebut atau sampai dengan adanya perubahan atas kontrak (addendum)

5. Dalam hal dokumen administrasi pemrogresan dan penagihan yang diterbitkan sebelum terbitnya
Tata kelola ini maka pengesahan dilakukan oleh pihak penandatangan kontrak

/
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1. LAMPIRAN KEWENANGAN PENGADAAN

1.1. Kewenangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Kebutuhan Proyek
a. Kewenangan Pengadaan Strategis
Nilai Pengadaan [NP] Tim Pengadaan
No Jenis Pengadaan (Termasuk PPh, tidak {Melakukan pengadaan, Memerlksa Persetujuan Pemenang Penandatangan Perjanjian
termasuk PPN) membuat & mengusulkan
pemenang)
- Kepala Fungsi Pengadaan Strategis
. " - j ) ; Bi
R Fur.1g5| Pfengadaarl SUCILE R IslienanianslORSIBIcEnE - Kepala Unit Kerja Ops Kepala Unit Kerja Penunjang Ops
<50 Milyar Unit Kerja Penunjang Ops SCM . . . . X
1 . R - Kepala Unit Kerja Penunjang Ops| Bidang SCM, mengetahui Kepala
Bidang SCM - Kepala Fungsi System & Strategy SCM Bidang SCM Unit Keria Ops
Unit Kerja Penunjang Ops Bidang g R
Barang/lasa Strategis {(Kontrak SCM
Payun = - "
yung) ; . Ker.JaIa F.ungSI Pepgadaan St.rategls - Direktur membawahi Unit Kerja
Fungsi Pengadaan Strategis Unit Kerja Penunjang Ops Bidang . . R
R . . R Ops Kepala Unit Kerja Penunjang Ops
> 50 Milyar Unit Kerja Penunjang Ops SCM X R . : .
2 . . - Direktur membawahi Unit Kerja | Bidang SCM, mengetahui Kepala
Bidang SCM - Kepala Fungsi System & Strategy SCM Penuniang Ops Bidang SCM Unit Keria Ops
Uni t Kerja Penunjang Ops Bidang Jang Up & Jatp
SCM
Fungsi Pengadaan Strategis Kepala Unit Kerja Ops,
3 |PO Penyerapan Kontrak Payung Semua Nilai Unit Kerja Penunjang Ops Tidak ada penetapan Pemenang Tidak ada penetapan Pemenang mengetahui Kepala Unit Kerja
Bidang SCM Penunjang Ops Bidang SCM
- Kepala Fungsi Pengadaan Strategis Unit
Kerja Penunjang Ops Bidang SCM Kepala Unit Keria Ops
- - Kepala Fungsi Pengendalian Unit Kerja | - Kepala Unit Kerja Ops P . ; €rja vups, )
NP <7,5 Milyar R X X R . mengetahui Kepala Fungsi
4 Fungsi Pengadaan Strategis Ops - Kepala Unit Kerja Penunjang Ops| X .
X i R ) . . . Keuangan Unit Kerja Ops
5 /1asa Strategis (Kontrak Unit Kerja Penunjang Ops - Kepala Fungsi Produksi Unit Kerja Ops Bidang SCM
arang/Jasa Strjt)egl-%( ontra Bidang SCM - Kepala Proyek
P Fungsi Engineering Proyek
Fungsi Pengendalian Proyek | - ie;a'al:;Fungjsi Peggadgzn Strzée'ais Unit | - gifsktur membawahi Unit Kerja Kepala Unit Kerja Ops,
NP > 7,5 Milyar Fungsi Pengadaan Proyek erja Penunjang Dps siaang 5LM - P .| mengetahui Kepala Unit Kerja
5 - Kepala Fungsi Pengendalian Unit Kerja | - Direktur membawahi Unit Kerja Penuniang Ops Bidang SCM
Ops Penunjang Ops Bidang SCM Jang =p g
- Kepala Fungsi Produksi Unit Kerja Ops
Tabel 1-1 Kewenangan Pengadaan Strategis Barang dan/atau Jasa Kebutuhan Proyek
Keterangan :

- PBJyang dimaksud tidak termasuk kebutuhan umum/ general offair diantaranya namun tidak terbatas pada katering, sewa kendaraan, pemeliharaan kantor, tiket dan akomodasi perjalanan dinas, tenaga outsource,

ATK dan aiat kantor lainnya (office supplies)
- Minimum 2 Penandatangan kontrak dan review kontrak, berdasarkan Tata Kelola SMAP MP 023 dan ISO 37001:2016 Updated on ISO 37001:2025 (en) pasal 8 refer appendix A12
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b. Kewenangan Pengadaan Non-Strategis

Nilal Pengadaan [NP] Tim Pengadaan
No Jenis Pengadaan {Termasuk PPh, tidak {Melakukan pengadaan, membuat Memeriksa Persetujuan Pemenang Penandatangan Perjanjian
termasuk PPN) & mengusulkan pemenang)
N ;  Uni . |- Kepala Proyek
RO - Fungsi Pengadaan Proyek gepala pene R S A " P 2 F ik - Kepala Proyek, mengetahui
i s - Kepala Fungsi Keuangan Uni
1 (Material bantu, alat - Fungsi Engineering Proyek y , . . . & Kepala Fungsi Keuangan
bantu, sewa alat dan ) i - Kepala Fungsi Pengendalian Unit| Kerja Ops Provek
upah) - Fungsi Pengendalian Proyek Kerja Ops M
~ Kepala Fungsi Pengadaan - Kepala Unit Kerja Ops
. o Operasi Unit Kerja Penunjang - Kepala Unit Kerja Penunjang
- Fungsi Pengadaan Operasi Unit Ops Bidang SCM Ops Bidang SCM Kepala Unit Kerja Ops,
) Kerja Penunjang Ops Bidang SCM - Kepala Fungsi Pengendalian Unit mengetahui Kepala Fungsi
2 Rp500jt <NP < Rp7,5 M - Fungsi Engineering Proyek Keria Ops Keuangan Unit Kerja Ops
Barang/Jasa Non- - Fungsi Pengendalian Proyek C ) S
Strategis (Kontrak Spot) - Fungsi Pengadaan Proyek - Kepala Fungsi Produksi Unit Kerja
Ops
- Kepala Proyek
- Kepala Fungsi Pengadaan
- Fungsi Pengadaan Operasi Unit Operasi Unit Kerja Penunjang - BiEusmEmcewa ol
Kerja Penunjang Ops Bidang SCM Ops Bidang SCM Kerja Ops Kepala Unit Kerja Ops,
p3 NP >Rp7,5 M - Fungsi Engineering Proyek - Kepala Fungsi Pengendalian - Direktur membawahi Unit mengetahui Kepala Unit Kerja
- Fungsi Pengendalian Proyek Unit Kerja Ops Kerja Penunjang Ops Bidang | Penunjang Ops Bidang SCM
- Fungsi Pengadaan Proyek - Kepala Fungsi Produksi Unit SCM
Kerja Ops
Tabel 1-1l Kewenangan Pengadaan Non-Strategis Barang dan/atau Jasa Kebutuhan Proyek
Keterangan :

- PBJ yang dimaksud tidak termasuk kebutuhan umum/ general affair diantaranya namun tidak terbatas pada katering, sewa kendaraan, pemeliharaan kantor, tiket dan akomodasi

perjalanan dinas, tenaga outsource, ATK dan alat kantor lainnya (office supplies)
- Minimum 2 Penandatangan kontrak dan review kontrak, berdasarkan Tata Kelola SMAP MP 023 dan 15O 37001:2016 Updated on iSO 37001:2025 {en) pasal 8 refer appendix A12
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c. Kewenangan Pengadaan Non-Strategis — Proyek yang dipimpin oleh Project Director

Tim Pengadaan
Nilai Pengadaan [NP] (Termasuk .
No. Jenls Pengadaan Melakukan pengadaan, membuat & Memeriksa rsetuj Penandatangan Perjanjian
& PPh, tidak termasuk PPN) | | Lyttt Fersemjuampemenang ST
mengusulkan pemenang)
NP < Rp 500 jt - i - i i Uni i - Project Manager
. p J Fungs! Pen.gada?n Proyek Kepala Fungsi P.rodukSI Unit !(erja Op.s ) [ . Project Manager, mengetahui
1 (Material bantu, alat bantu, | - Fungsi Engineering Proyek - Kepala Fungsi Pengendalian Unit| -  Kepala  Fungsi  Keuangan .
. i R Kepala Fungsi Keuangan Proyek
sewa alat dan upah) - Fungsi Pengendalian Proyek Kerja Ops Proyek
5 500t < NP < Rp 1M ) Eungs! FE’en.gadazjm P;oyekk ) Eepalla FL::ngm FTm:LJkS' UzltlgerjaL(JJp.s - Project Director Project Director, mengetahui
! SEP ) ungs! ngmeerm_g roye _ epa a Fungsi Pengendalian Unly _ Kepala Fungsi Keuangan Proyek | Kepala Fungsi Keuangan Proyek
- Fungsi Pengendalian Proyek Kerja Ops
- Fungsi Pengadaan Non-Strategis|
.g ) B ) ] B - Kepala Fungsi Pengadaan Non-
Unit Kerja Penunjang Ops Bidang| . . \ . | . .
Barang/Jasa Non- oy Strategis Unit Kerja Penunjang Ops| - Kepala Unit Kerja Ops Kepala Unit Kerja Ops
. j - Kepala Unit Kerja Penunjan ’
3 Strategis (Kontrak Spot) Rpl Milyar <NP s Rp 7,5 M - Project Director ?dar:g S'(EZM . I Oe;;aB?dan |SCMerJ enunjang| mengetahui  Kepala  Fungsi
- Fungsi Engineering Ops / Project | K:?‘Z?) sung5| engendalian - Uniy g & Keuangan Unit Kerja Ops
= Tnesifiegecndalaniioioet Ke, Jala Fpun si Produksi Unit Kerja Ops|
~ I
- Fungsi Pengadaan Project P B 1A LR
- Fungsi Pengadaan Non-Strategis
Unit Kerja Penunjang Ops - Kepala Fungsi Pengadaan Non-Strategis | - Direktur membawahi Unit Kerja| Kepala Unit Kerja Ops,
A TR 2 - Project Director s Ter]a Per?”'”ang OpS.B'dang.SCM_ Ops mengetahui Kepala Unit Kerja
g - Fungsi Engineering Project : gi’za a Fungsi Pengendalian Unit Kerjify _ Direktur membawahi Unit Kerja Penunjang Ops Bidang SCM
- Fungsi Pengendalian Project - Kepala Fungsi Produksi Unit Kerja Ops Penunjang Ops Bidang SCM dan
- Fungsi Pengadaan Project
Tabel 1-1ll Kewenangan Pengadaan Non-Strategis — Proyek yang dipimpin oleh Project Director
Keterangan :

- PBJ yang dimaksud tidak termasuk kebutuhan umum/ general affair diantaranya namun tidak terbatas pada katering, sewa kendaraan, pemeliharaan kantor, tiket dan akomodasi
perjalanan dinas, tenaga outsource, ATK dan alat kantor lainnya (office supplies)
- Minimum 2 Penandatangan kontrak dan review kontrak, berdasarkan Tata Kelola SMAP MP 023 dan ISO 37001:2016 Updated on ISO 37001:2025 (en) pasal 8 refer appendix A12

#
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1.2. Kewenangan Pengadaan Kebutuhan Proyek KSO/JO Integrated Leader

a. Kewenangan Pengadaan Strategis
faa Nilai Pengadaan [NP] Tim Pengadaan
No (Termasuk PPh, tidak (Melakukan pengadaan, membuat & Memeriksa Persetujuan Pemenang Penandatangan Perjanjian
Pengadaan
termasuk PPN) mengusulkan pemenang)
- Kepala Proyek KSO
- Wakil Kepala proyek KSO
NP < Rp X - Fungsi Pengadaan Proyek KSO (Setelah mendapat persetujuan dari
- - Fungsi Engineering Proyek KSO - Fungsi Pengendalian Poyek KSO Kepala Fungsi Produksi Unit Kerja Kepala Proyek KSO, mengetahui
1 (Batasan nilai pengadaan ) ) ) ] Ops, Kepala Fungsi Pengendalian Wakil Kepal k KSO
_ . i ~ - Fungsi Pengadaan Strategis Unit - Fungsi Kontrak Proyek KSO : . : akil Kepala proye
X = maksimal 1 Milyar) Keria Penuniang Ops Bidang SCM Unit Kerja Ops dan Kepala Fungsi
) Jang Ops g Pengadaan Strategis Unit Kerja
Barang/Jasa Penunjang Ops Bidang SCM)
Strategis
(Kontrak Spot) -
- Kepala Proyek KSO Kuasa KSO
- Fungsi Engineering Ops / Project - Wakil Kuasa KSO
NP > Rp X KSO (Setelah mendapat persetujuan dari
P ; i Kuasa KSO, mengetahui Wakil
2 (Batasan nilai pengadaan | - Fungsi Pengendalian Project KSO - BOMKSO Kepala Fungsi Pro@ukm L - KSO’ =
X = maksimal 1 Milyar)* - Fungsi Pengadaan Project KSO Op§, Kepala Fungsi Pengendallan.
. . d E . . Unit Kerja Ops dan Kepala Fungsi
- un.g5| Pengé ag trafcegls Blls Pengadaan Strategis Unit Kerja
Kerja Penunjang Ops Bidang SCM Penunjang Ops Bidang SCM)
Tabel 1-1V Kewenangan Pengadaan Strategis Proyek KSO/JO integrated Leader
Keterangan :

*Batasan Nilai threshold pengadaan maksimal 1 Milyar, kecuali disepakati berbeda dalam KSO/ JO Agreement.
- PBJ yang dimaksud tidak termasuk kebutuhan umum/ general affair diantaranya namun tidak terbatas pada katering, sewa kendaraan, pemeliharaan kantor, tiket dan akomodasi

perjalanan dinas, tenaga outsource serta ATK dan alat kantor lainnya (office supplies), ATK dan alat kantor lainnya (office supplies}
Minimum 2 Penandatangan kontrak dan review kontrak, berdasarkan Tata Kelola SMAP MP 023 dan 15O 37001:2016 Updated on ISO 37001:2025 {en) pasal 8 refer appendix A12
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b. Kewenangan Pengadaan Non-Strategis

Jenis Nilai Pengadaan [NP] Tim Pengadaan
No Pengadaan (Termasuk Pajak, Tidak (Melakukan pengadaan, membuat & Memeriksa Persetujuan Pemenang Penandatangan Perjanjian
termasuk PPN) mengusulkan pemenang)
- Kepala Proyek KSO
- Wakil Kepala proyek KSO
NP < Rp X - Fungsi Pengadaan Proyek KSO Fungsi Pengendalian Poyek e . . Kepala Proyek KSO,
1 (Batasan nilai pengadaan . g N E g o KSO (Setelah men.dapat persetgjuan_darl mengetahui Wakil Kepala
X = maksimal 1 Milyar)* ungsl Engineering Froye Fungsi Kontrak Proyek KSO Kepala Fungsi Produksi Unit Kerja Ops, proyek KSO
Kepala Fungsi Pengendalian Unit Kerja
Barang/Jasa Ops)
o K KSO
. - Kuasa
Strategis - Kepala Proyek KSO oL =0
- Waki
(ol - Fungsi Engineering Ops / Project uasa
Spot) NP > Rp X KSO - BOM KSO (Setelah mendapat persetujuan dari ’ . b
i i Uni i uasa , mengetahui
2 (Batasan nilai pengadaan - Fungsi Pengendalian Project KSO Kepa:a Fungs! Produksi lf.mt Ker'Ja OP_S' Wakil Kuasa KSOg
X = maksimal 1 Milyar)* - Fungsi Pengadaan Project KSO Kepala Fungsi Pengem.:la g
) N Ops dan Kepala Fungsi Pengadaan
gL S WOl el Operasi Unit Kerja Penunjang Ops Bidan
Kerja Penunjang Ops Bidang SCM P ) Jang b g
SCM)
Tabel 1-V Kewenangan Pengadaan Non-Strategis Proyek KSO/JO
Keterangan :

*Batasan Nilai threshold pengadaan maksimal 1 Milyar, kecuali disepakati berbeda dalam KSO/ JO Agreement.
- PBJ yang dimaksud tidak termasuk kebutuhan umum/ general offair diantaranya namun tidak terbatas pada katering, sewa kendaraan, pemeliharaan kantor, tiket dan akomodasi
perjalanan dinas, tenaga outsource serta ATK dan alat kantor lainnya (office supplies), ATK dan alat kantor lainnya (office supplies)

- Minimum 2 Penandatangan kontrak dan review kontrak, berdasarkan Tata Kelola SMAP MP 023 dan iSO 37001:2016 Updated on ISO 37001 :2025 (en) pasal 8 refer appendix A12
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1.3.

Kewenangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Kebutuhan Kantor Unit Kerja Operasi

No

Jenis Pengadaan

Nilal Pengadaan [NP]
(Termasuk Pajak, Tidak
termasuk PPN)

Tim Pengadaan

(Melakukan pengadaan,
membuat & mengusulkan

pemenang)

Memeriksa

Persetujuan Pemenag

Penandatangan Perjanjian

Kebutuhan Kantor
Unit Kerja Operasi

NP < Rp 1 Milyar

Fungsi Pengadaan
Strategis Unit Kerja

Penunjang Ops Bidang

SCM

Unit Kerja Operasi Terkait

Kepala Fungsi Pengadaan Strategis
Unit Kerja Penunjang Ops Bidang
SCM

Kepala Fungsi Pengendalian Unit
Kerja Operasi

- Kepala Unit Kerja Operasi

- Kepala Unit Kerja Penunjang Ops
Bidang SCM

Kepala Unit Kerja Ops,
mengetahui Kepala Fungsi
Keuangan Unit Kerja Ops

NP > Rp 1 Milyar

Fungsi Pengadaan
Strategis Unit Kerja

Penunjang Ops Bidang

SCM

Unit Kerja Operasi Terkait

Kepala Unit Kerja Ops
Kepala Unit Kerja Penunjang Ops
Bidang SCM

- Kepala Fungsi Pengadaan Unit

Kerja Penunjang Ops Bidang SCM

- Kepala Fungsi Pengendalian Unit

Kerja Operasi

- Direktur membawahi Unit Kerja
Ops

- Direktur membawahi Unit Kerja
Penunjang Ops Bidang SCM

Kepala Unit Kerja Ops,
mengetahui Kepala Unit Kerja
Penunjang Ops Bidang SCM

Kebutuhan
Umum/General
Affair Kantor Unit
Kerja Operasi

NP < Rp 1 Milyar

NP > Rp 1 Milyar

Operasi

Kepala Fungsi Umum Unit Kerja Ops

- Kepala Unit Kerja Ops

Fungsi Umum Unit Kerja

Kepala Unit Kerja Ops

- Direktur membawabhi Unit Kerja Ops

Kepala Unit Kerja Ops,
mengetahui Kepala Fungsi
Keuangan Unit Kerja Ops

EEES——————. . »  —‘——">.=9>'—"“"8+ > ">»>--——"—-"">->»-" " > >"""—>"—0s-——————w—a

Tabel 1-Vi Kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa Kebutuhan Kantor Unit Kerja Operasi
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1.4.

Kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa Kebutuhan Kantor Unit Kerja Penunjang Operasi

No

Jenis Pengadaan

Nilai Pengadaan
[NP] (Termasuk
Pajak, Tidak
termasuk PPN)

Tim Pengadaan

(Melakukan pengadaan,
membuat & mengusulkan
pemenang)

Memeriksa

Persetujuan Pemenag

Penandatangan Perjanjian

Kebutuhan

NP < Rp 1 Milyar

- Fungsi Pengadaan Strategis

Unit Kerja Penunjang Ops
Bidang SCM

- Unit Kerja Penunjang Ops
Terkait

- Kepala Fungsi Pengadaan Strategis
Unit Kerja Penunjang Ops Bidang
SCM

- Kepala Fungsi Unit Kerja Penunjang
Ops Terkait

- Kepala Unit Kerja Penunjang Ops
Terkait

- Kepala Unit Kerja Penunjang Ops
Bidang SCM

Kepala Unit Kerja Penunjang Ops
Terkait, mengetahui Kepala
Fungsi Unit Kerja Penunjang Ops
Terkait

Kantor Unit Kerja
Penunjang
Operasi

NP > Rp 1 Milyar

Fungsi Pengadaan Strategis Unit
Kerja Penunjang Ops Bidang
SCM

Unit Kerja Penunjang Ops Terkait

Kepala Unit Kerja Ops

- Kepala Unit Kerja Penunjang Ops
Bidang SCM

- Kepala Fungsi Pengadaan Strategis

Unit Kerja Penunjang Ops Bidang

SCM

Kepala Fungsi Unit Kerja Penunjang

Ops Terkait

- Direktur membawahi Unit Kerja Ops
- Direktur membawahi Unit Kerja
Penunjang Ops Bidang SCM

Kepala Unit Kerja Penunjang Ops
Terkait, mengetahui Kepala Unit
Kerja Penunjang Ops Bidang SCM

Kebutuhan
Umum/General

NP < Rp 1 Milyar

Affair Kantor Unit
Kerja Operasi

NP >Rp 1 Milyar

- Fungsi Unit Kerja Penunjang
Ops Bidang Corporate Secretary

- Kepala Fungsi Unit Kerja Penunjang
Ops Bidang Corporate Secretary

- Kepala Unit Kerja Penunjang Ops
Bidang Corporate Secretary

- Kepala Unit Kerja Penunjang Ops
Bidang SCM

- Direktur membawahi Unit Kerja
Penunjang Ops Terkait

Kepala Unit Kerja Penunjang Ops
Bidang Coprporate Secretary,
mengetahui Kepala Fungsi Unit
Kerja Penunjang Ops Bidang
Coprporate Secretary

Tabel 1-VIl Kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa Kebutuhan Kantor Unit Kerja Penunjang Operasi
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1.5. Kewenangan Pengadaan Aset Tetap dan Extra Comptable

Alat Proyek,
Alat Kantor,
Mobil dan
Motor Proyek*

NP < Rp 500 juta

- Fungsi Pengadaan Proyek

- Kepala Fungsi Commercial Proyek
- Kepala Fungsi Pengadaan

- Kepala Proyek
- Kepala Fungsi Keuangan Proyek

Kepala Proyek, mengetahui
Kepala Fungsi Keuangan Proyek

Rp500Jt<NP < Rp
7,5M

NP >Rp7,5M

- Fungsi Pengadaan Strategis Unit
Kerja Penunjang Ops Bidang
SCM

- Fungsi Pengadaan Proyek

- Kepala Fungsi Pengadaan Strategis Unit

Kerja Penunjang Ops Bidang SCM

- Kepala Fungsi Pengendalian Unit Kerja
Ops

- Kepala Fungsi Produksi Unit Kerja Ops

Kepala Unit Kerja Ops

Kepala Unit Kerja Penunjang Ops
Bidang SCM

Kepala Unit Kerja Ops, mengetahui
Kepala Fungsi Keuangan Unit Kerja
Ops

- Kepala Unit Kerja Ops
- Kepala Unit Kerja Penunjang Ops
Bidang SCM

- Kepala Fungsi Pengadaan Strategis Unit

Kerja Penunjang Ops Bidang SCM

- Kepala Fungsi Pengendalian Unit Kerja
Ops

- Kepala Fungsi Produksi Unit Kerja Ops

"

Direktur membawahi Unit Kerja
Ops

Direktur membawahi Unit Kerja
Penunjang Ops Bidang SCM

Kepala Unit Kerja Ops, mengetahui
Kepala Unit Kerja Penunjang Ops
Bidang SCM

Alat Kantor,
Mobil dan
Motor Unit
Kerja Operasi

NP < Rp 1 Milyar

NP >Rp 1 Milyar

- Fungsi Umum Unit Kerja Operasi

- Kepala Fungsi Pengendalian Unit Kerja
Operasi
- Kepala Fungsi Umum Unit Kerja Ops

Kepala Fungsi Keuangan
Kepala Unit Kerja Operasi

Kepala Unit Kerja Ops, mengetahui
Kepala Fungsi Keuangan Unit Kerja
Ops

- Kepala Unit Kerja Ops

- Kepala Fungsi Pengendalian Unit Kerja
Ops

Kepala Fungsi Umum Unit Kerja Ops

Direktur membawahi Unit Kerja
Ops

Direktur membawahi Unit Kerja
Keuangan

Kepala Unit Kerja Ops, mengetahui
Kepala Fungsi Keuangan Unit Kerja
Ops

Alat Kantor,
Mobil dan
Motor Unit
Kerja
Penunjang
Operasi

NP < Rp 1 Milyar

NP > Rp 1 Milyar

- Fungsi Unit Kerja Penunjang Ops
Bidang Corporate Secretary

- Kepala Fungsi Unit Kerja Penunjang Ops
Bidang Corporate Secretary

Kepala Unit Kerja Penunjang Ops
Bidang Corporate Secretary

- Kepala Fungsi Unit Kerja Penunjang Ops
Bidang Corporate Secretary
- Kepala Unit Kerja Penunjang Ops (User)

Direktur membawahi Unit Kerja
Penunjang Ops Terkait

Direktur membawahi Unit Kerja
Keuangan

Kepala Unit Kerja Penunjang Ops
{User), mengetahui Kepala Fungsi
Unit Kerja Penunjang Ops Bidang
Coprporate Secretary

Software dan
Sistem IT

NP < Rp 1 Milyar

- Fungsi Pengadaan Strategis Unit
Kerja Penunjang Ops Bidang SCM

- Kepala Unit Kerja Ops
- Kepala Unit Kerja Penunjang Ops
Bidang SCM

Kepala Unit Kerja Penunjang Ops
Bidang Kesisteman Korporasi &
T

Kepala Unit Kerja Penunjang Ops
Bidang Kesisteman Korporasi & [T,
mengetahui Kepala Fungsi IT Unit

Halaman 56 dari 57

s/



- Unit Kerja Penunjang Ops Bidang B Kepala Unit Kerja Penunjang Ops | Kerja Penunjang Ops Bidang

Kesisteman Korporasi & IT Bidang SCM Kesisteman Korporasi & IT

- Direktur membawahi Unit Kerja
Penunjang Ops Bidang
kesisteman Korporasi & IT

- Direktur membawahi Unit Kerja
Penunjang Ops Bidang SCM

NP > Rp 1 Milyar

Tabel 1-Vill Kewenangan Pengadaan Aset Tetap dan Aset Extra Comptable

NP<Rp75M Direksi

Rp75M<NP<Rp150M Dewan Komisaris Panitia Pengadaan

1 Tanah, Panitia Pengadaan Berdasarkan SK Direksi Direksi
— i
Bangunan g ! L . & Berdasarkan SK Direksi
NP >Rp 150 M Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna

NP > 50% total kekayaan
bersih Perseroan audited RUPS
terakhir

Tabel 1-IX Kewenangan Pengadaan Aset Tetap (Tanah, Bangunan)

—
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